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ABSTRACT

Title of Thesis : The Islamic Law of Inheritance and Its Significance in
Economy

Written By : Muh. Samsuri/2011037

Submitted To : Post Graduate Program, Magister of Isiamic Studies,

University of Islam Indonesia, Yogyakarta
Year 1 2003

This thesis discusses the Islamic Law of Inheritance and its
Significance in Economy. Specifically, the problems to be discussed here are
about the principles of Islamic Economy on the ownership of wealth, and
about the economical values contained in the Islamic Law of Inheritance.

The discussion ofi the basic principles of Islamic Economy begins from
the discussion on the main, physical principles of Economy in Islam. ‘The
system of Islamic Inhei'itance, as one of the instrumental values of the
economic system in Islath contains the same values or principles as the basic
values of the Islamic system of economy.

This study aims at tracing to what extent can the Law of Inheritance in
Islam bear the economic values, and in how far are its implications towards
the economic system in Islam. This study uses the approach through the study
of the normative laws, i.e., the study on the Principles of law, the levels of law
and the comparison of law. Analyses are done by systemizing the written
materials, then by analyzing them using the available principles of Law. From
this study, it will be understood that there are some similarities of the
principles of economical values in Islam with the main foundations of the
Inheritance system in Islam.

The result of this study shows that the Islamic system of Inheritance,

from the economic point of view, contains the emphasizing values towards the



limited ownship of economical sources, and therefore, it is felt the necessity to
build justice and the balance of the economic system in Islam. To make it
more distinct, women should be given more freedom to participate actively in
the economic efforts.

Its implications in law is the existence of the limited freedom towards
the economical sources and the necessity of compulsion (al-asas al-ijbariy) in
the Islamic Economy, the necessity to reinforce ]ustlce and the balance
between the fellow economic performers, and the opehnes of independence

and of equality between men and women in the econoihic activities.



ABSTRAK

Judul Tesis : Hukum Kewarisan Islam dan Maknanya dalam
Ekonomi
Oleh/NIM : Muh. Samsuri/2011037

Diajukan Kepada : Program Pascasarjana MSI-UII Yogyakarta
Tahun : 2003

Tesis ini membahas Hukum Kewarisan Islam dan maknanya dalam
Ekonomi, Secara khusus permasalahah di sini adalah, bagaimana prinsip-
prinsip dasar ekonomi Islam tentang kepemilikan harta, bagaimana prinsip-
prinsip dasar Hukum Kewarisan Islam, dan apa saja nilai-nilai ekonomi yang
terkandung dalam Hukum Kewarisan Islam.

Pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam berawal
dari pembahasan tentang asas pokok filsafat ekonomi Islam, dan dari azas
tersebut akan melahirkan nilai-nilai dasar Sistem Ekonomi Islam, yaitu nilai
dasar kepemilikan, keseimbangan dan keadilan, yang merupakan pangkal
(asal) nilai-nilai instrumental Sistem Ekonomi Islam. Sistem Kewarisan Islam
sebagai salah satu nilai instrumental Sistem Ekonomi Islam, mengandung
nilai-nilai/asas-asas yang sama dengan nilai-nilai dasar Sistem Ekonomi Islam
tersebut.

Kajian ini bertujuan melacak sejauh mana Hukum Kewarisan Islam
mengandung nilai-nilai ekonomi dan implikasinya terhadap Sistem Ekonomi
Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan kajian hukum normatif, kajian
terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum dan perbandingan
hukum. Analisa dilakukan dengan mengadakan sistemisasi terhadap bahan-
bahan tertulis, kemudian menganalisanya dengan mempergunakan asas-asas

hukum yang ada. Dari kajian ini dapat diketahui adanya persamaan-



persamaan prinsip nilai-nilai dasar ekonomi Islam dengan asas-asas pokok
Sistem Kewarisan Islam.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Sistem Kewarisan Islam dilihat
dari kacamata ekonomi, mengandung nilai-nilai penekanan terhadap
kepemilikan yang terbatas terhadap sumber-sumber ekonomi, serta perlunya
ditegakkan keadilan dan keseimbangan dalam Sistem Ekonomi Islam. Lebih
tegas lagi, perempuan diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam
kegiatan ekonomi. |

Implikasi hukumnya adalah adanya kebebasan terbatas atas sumber-
sumber ekonomi dan berlikunya asas ijbéri (pdksadn) dalsm ekonomi Islam,
pentingnya ditegakkan keadilan dan keseimbangan antar sesaina pelaku
ekonomi, dan terbukany# {{eﬁebasan dan persanian hak ahtara laki-laki dan
perempuan ddlam kegidtin-kegiatan ekonomi.
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Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakekatnya tidak beriman
hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang
mereka perselisitkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati
mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan

mereka menerima dengan sepenuhnya”. QS. An-Nisa' (4) : 65.
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Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia dari lahir sampai meninggal
membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama
dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab
maupun dalam arti lingkungan.l Kelahiran membawa akibat timbulnya
hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan
hukum antara dia dengan orang tua, kerabat dan masyarakat
lingkungannya. Selama hidupnya, sejak proses bayi, anak-anak, usia
baligh dan usia selanjutnya, manusia bertindak sebagai penanggung hak
dan kewajiban baik selaku pribadi, anggota keluarga, warga negara dan
pemeluk agama yang harus tunduk, taat dan patuh kepada ketentuan
Syariat dalam seluruh totalitas kehidupannya.

Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat
hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Selain itu kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi
dirinya (si mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya,
juga menimbulkan akibat hukum lain secara otomatis yaitu adanya

hubungan hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris)

! Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Gaya
Media Pratama, 1997), hal, 1.



terhadap seluruh harta peninggalannya.’ Bahkan masyarakat dan negara
(baitul mal) pun, dalam keadaan tertentu, mempunyai hak atas harta
peninggalan tersebut. Dari seluruh hukum, hukum perkawinan dan
hukum pewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem
kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.3 Hukum kewarisan dalam
Islam mendapat perhatian besar, sebab pembagian warisan sering
menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga
yang ditinggal mati pewarisnya, Naluriah manusia yang menyukai harta
benda,’ tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai
cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya
terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri.

Hukum Kewarisan Islam bertujuan untuk mencapai distribusi
kekayaan yang luas diantara para kerabat dari orang yang meninggal
dunia.’ Para ahli waris termasuk anggota keluarga inti anak-anak, orang
tua, suami istri, juga para kerabat lain mempunyai tempat dalam skema

pendistribusian harta kekayaan dari pewaris.

* M. 1dris Ramulyoe, Hukum Kewarisan Islam ( Jakarta: Ind — Hill.co, 1987), hal. 1

¥ Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur 'an dan Hadis, (Jakarta; Tinta mas,
1982) hal 11. Menurut Hazairin Sistem Kewarisan menurut Al-Qur’an termasuk jenis yang
individual bilateral, pihak laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai hak mewarisi (Q.S.
An-Nisa (4) :7, dan harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemiliknya diantara para ahli waris
secara perorangan. (hal. 15 - 18)

4 Lihat surat Ali-Imran (3) : 14)

% Ziauddin Ahmad, Al-Qur 'an, Kemiskinan dan Pemerataan, alih bahasa, Ratri Pmamta,
(Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hal.27.



Untuk menjamin hukum warisan mencapai tujuan yang
diharapkan, maka para pemegang harta kekayaan tidak dibenarkan
merampas bagian ahli waris baik laki-laki maupun perempuan atau
membuat modifikasi tertentu selain bagian yang telah ditetapkan untuk
ahli waris tertentu juga sangatlah terlarang jika membuat wasiat karena
permintaan ahli waris. Al-Quran juga menasehati para ahli waris untuk
memberikan sebagian dari harta warisan yang mereka peroleh itu kepada
kaum kerabat yang sangat membutuhkan (miskin) anak-anak yatim yang

hadir pada saat pembagian harta warisan tersebut.
A3 el Glgn deadl /B (Bl
(s 42
Artinya: "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim
dan. orang miskin , maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan
ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."

Mengingat rantai ahli waris yang panjang dap sifat mandat ‘dari
petunjuk-petunjuk yang terperinci, maka hukum warisan Islam
memainkan peran yang penting dalam mengurangi ketidak adilan
pendapatan dan kekayaan dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan
kata lain dalam hukum warisan Islam juga mengandung nilai-nilai dasar

keadilan dan’pemerataan yang merupakan salah satu sendi tegaknya

Sistem Ekonomi Islam.

¢Q.S. An-Nisa’ (4) : 8



Sehubungan hal tersebut, kiranya perlu adanya pembahasan yang
lebih mendalam bagaimana Islam mengatur prinsip-prinsip dasar
kewarisan dan nilai ekonomi apa saja yang dikedepankan dalam Hukum

Waris Islam,

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat

dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam tentang kepemilikan
harta ?

2. Apakah prinsip dasar hukum kewarisan Isilam yang mengandung
nilai-nilai ekonomi ?

3. Nilai-nilai ekonomi apa saja yang terkandung dalam Hukum

Kewarisan Islam ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui dan menganalisa prinsip-prinsip dasar ekonomi
Islam tentang kepemilikan harta.
b. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah prinsip-prinsip dasar
Hukum Kewarisan Islam mengandung nilai-nilai ekonomi.
¢. Untuk mengetahui dan menganalisa nilai-nilai ekonomi apa saja

yang terkandung dalam Hukum Kewarisan Islam.



2. Manfaat Penelitian
Untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam
‘rangka memperkaya pazanah pengetahuan, khususnya tentang
kewarisan Islam sehingga hukum kewarisan Islam tetap merupakan

suatu sistem tetap, ilmiah, indah dan harmonis.

D. Telaah Pustaka

Hukum Islam tentang warisan telah menimbulkan revolusi diam-
diam dalam seluruh filsafat pembagian kekayaan, serta memperkenalkan
teknik baru, yang tidak terdengar sebelumnya, untuk meningkatkan
kekayaan nasional melalui peran serta wanita dalam kegiatan ekonomi.’

Islam telah menegakkan sebuah sistem warisan unik yahg di
rekayasa untuk mampu menciptakan distribusi kekayaan yang lebih
merata. Hukum warisan telah di tentukan oleh syari’ah berdasarkan
tujuan sosio ekonominya. B

Banyak referensi yang membahas tentang makna/nilai ekonomi
sistem kewarisan Islam, diantaranya, karya M.A. Mannan yang
mengungkapkan bahwa pandangan hukum Islam tentang warisan adalah
pandangan anti kapitalis. Dalam sistem ini seseorang tidak boleh
menghibahkan lebih dari sepertiga harta bendanya dengan penunjukan

wasiat. Sisa warisan harus di bagi di kalangan ahli waris yang di tentukan

7 M.A. Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, alih bahasa. M. Mustangin,
(Yogyakarta; Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 134

® M. Umer Chapra, Islam and The Ekonomic Challenge, (USA, The Islamic Foundation
and The International Institute of Islamic Thought, 1995), hal. 275.



dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan, sehingga sejumlah besar
orang dapat memperoleh kecukupan atau setidak-tidaknya memperoleh
sedikit bagian. Sumbangan penting lain dari hukum waris Islam ialah
bahwa ia mengakui peran serta wanita dalam kegiatan ekonomi. Kini
mereka telah mempunyai jabatan, berperanserta dalam industri atau
perdagangan dan melakukan perjanjian atas nama mereka sendiri,
dengan demikian hal ini akan dapat menambah kekayaan nasional. ’

Karya M. Umer Chapra secara spesifik, mengemukakan bahwa
tindakan-tindakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan
kekayaan akan lebih berhasil,"’ jika diperkuat dengan penggerakan zakat
dan sistem warisan Islam. Terdapat satu tujuan di balik skema pewarisan
yang di tetapkan Islam, yaitu menciptakan distribusi kekayaan si mayit
secar lebih luas, jika nilai-nilai Islam ini di berlakukan dan sistem warisan
secara efektif diterapkan, maka distribusi kekayaan dalam sebuah
masyarakat miskin pasti akan merata. -

Ziauddin Ahmad juga mengemukakan bahwa pemerataan harta

kekayaan orang yang meninggal sesuai dengan hukum warisan secara

® M.A. Mannan, op.cit, hal. 141 — 145

1 Land reforms dan Finansial merupakan kunci utama program ekonomi untuk

memperjuangkan kesejahteraan umum Persoalan Land reform, berkisar pada ukuran kepemilikan
tanah dan syarat pinjam sewa, Pasangan Land reforms di wilayah pedesaan dalam sektor industri
dan bisnis adalah pengembangan Industri Kecil dan Mikro (IKM) di pedesaan dan di pusat-pusat
perkotaan, Tindakan-tindakan lain berupa kepemilikan yang lebih luas dan kontrol perusahaan,
penggerakan zakat dan sistem warisan dan restrukturisasi sistem keuangan. Lihat M.Umer Chapra,
op-cit. Hal.262-272.

" Ibid, hal. 275



tegas dinyatakan dalam syari’ah berjasa untuk menurunkan
ketidakadilan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat Islam.
Keistimewaan hukum waris Islam berdasar pada kemyataan bahwa,
hukum warisan Islam menghasilkan penyebaran penumpukan kekayaan
yang meluas, dibandingkan dengan hukum warisan dalam adat istiadat
yang lazim berlaku dimasyarakat lainnya.12

Di samping itu, referensi lain yang membahas tentang makna/nilai
ckonomi dalam hukum kewarisan Islam, di antaranya karya M. Umer
Chapra, Islam and Ekonomic Development (1989), Hazairin, Hukum
Kewarisan Bilateral menurut Qur’an dan Hadit (1982, Muhammad
Abdullah Al Arabi, Ekonomi Islam dan Penetrapannya di Masa Kini
(1979), Ali Parman, Kewarisan dalam Al Qur’an (1995) Ahmad Rofigq,
Figh Mawaris (1993). Karya—karya tersebut telah memberikan kontribusi

yang berarti dalam memahami masalah di atas.

. Kerangka Teori

Untuk melihat nilai ekonomi dalam Hukum Kewarisan Islam di
perlukan wawasan kesejarahan, paling tidak sistem sosial dan hukum
yang melingkupi ketika hukum tersebut diturunkan Islam diturunkan
dalam rentang waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari, dalam rangka merevisi
atau memperbaharui tatanan hukum yang beriaku, khususnya yang

berlaku di belahan Arab, dilakukan dengan berishap (ladrij) dan

12 Ziauddin Ahmad. Op.cit. hal. 92



bijaksana, tanpa memberatkan pemeluknya. Demikian juga yang terjadi
dalam legislasi Hukum Kewarisan Islam *

Hukum Islam tentang warisan telah menimbulkan refolusi diém-
diam dalam seluruh filsafat pembagian kekayaan, serta memperkenalkan
teknik baru, yang tidak terdengar sebelumnya, untuk meningkatkan
kekayaan nasional melalui peran serta wanita dalam kegiatan ekonomi.'*
Hukum Kewarisan Islam bertujuan untuk mencapai distribusi kekayaan
yang luas di antara para kerabat dari orang yang meninggal dunia, baik
kepada anggota keluarga inti (anak, orang tua, suami/istri) maupun para
kerabat lain.'® Dasar-dasar distribusi tersebut antara lain dinyatakan
dalam Al-Quran Surat An-Nisa' (4) ayat 11, 12 dan 176.

Islam menganggap bahwa hukum waris sebagai alat keadilan
sosial. Itulah sebabnya Islam berusaha mempengaruhi kaum muslimin
yang mempunyai kekayaan agar mereka jangan sampai memperbesar
bagian salah seorang ahli waris mereka, dibandingkan dengan bagian-
bagian lainnya. Bersandarkan pada berbagai peraturan yang tercantum
di dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah maka Hukum Kewarisan Islam

mempunyai keistimewaan sebagai berikut

' Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),
hal.359.

'* M.A Mannan, op.cit.
'* Ziauddin Ahmad, op.cit.hal 27

'® Ibid, hal. 31.



1.

Orang yang meninggalkan warisan dapat membuat wasiat maksimal
sepertiga dari seluruh harta kekayaanmnya, setelah semua hutang-
hutangnya di bayarkan. Di luar itu, atan apabila ia meninggal tanpa
wasiat, maka sisa yang ada wajib dibagikan kepada ahli waris.
Daftar yang panjang mengenai para ahli waris di tetapkan secara
terperinci, demikian pula pembagiannya ditentukan secara tepat
sehingga menghadirkan peredaran yang meluas terhadap harta
kekayaan orang yang meninggal.
Kaum wanita berhak pula memperoleh warisan sebagaimana haknya
pria. Dalam kebanyakan perkara, bagian wanita adalah setengah dari
ahli waris pria menurut kelompok yang sama. Bagian laki-laki yang
lebih tinggi adalah mengingat tanggung jawab mereka untuk memikul
pemeliharaan keluarga.
Perlakuan yang seragam mutlak ditujukan kepada para ahli waris
dalam kelompok yang sama. Tidak ada ketentuan yang berbeda
diantara anak-anak dikarenakan kelahiran yang lebih awal, dan
pembagian yang lebih adil menyebar luas pada yang lebih tua dan
muda.

Sekalipun menekankan keadilan sosial, Hukum Warisan Islam
tidak menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi, karena itu Islam
mengutuk setiap usaha penghapusan warisan.'” Sebenarnya hal ini

dapat dianjurkan sebagai suatu perbaikan tersendiri dan mencakupi

'" M.A. Mannan,op.cit, hal. 147
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negara dengan meninggalnya si pemilik. Dan inilah yang terkandung
dalam penghapusan, negara harus menggunakan warisan itu untuk
produksi dengan pengawasan kolektif atau menyewakannya pada
perorangan yang tampaknya paling memenuhi syarat untuk
menggunakannya, yang terdahulu merupakan pemecahan sosialis,
sedangkan yang belakangan menghapus hak para ahli waris yang sah.
Islam mengambil jalan tengah, ia menolak sosialisme ekstrim karena
ini merupakan pengingkaran prinsip kemerdekaan dan kebebasan
manusia. Sekalipun memperkenankan para ahli waris yang syah
untuk memperoleh harta benda, namun Isiam menggunakan tanggung

jawab moral yang besar kepada orang yang memperolehnya.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang dipakai untuk menéhpai
tujuan, dengan menguji serangkaian hipotesis dengan alat-alat tertentu.
Cara utama ini dipergunakan setelah peneliti memperhitungkan
kewajarannya, ditinjau dari tujuan penelitian serta dari situasi penelitian.
Menurut Noeng Muhadjir, penelitian itu mengemukakan secara teknis
tentang metod-metode yang digunakan dalam penelitiannya.”® Karena
pengertian metode penelitian mempunyai pengertian yang luas, maka

perlu di jelaskan lebih eksplisit di dalam penelitiannya. it

'* Noeng Muhadjir,. Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Raka Sarasia, 1991),
hal. 13

' Winarno Surahmat (ed), Pengantar Penelitian ilmiah, Dasar Metode dan Teknik,
(Bandung: Tarsito, 1985), hal. 31.
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1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian Hukum Normatif yaitu

penelitian terhadap azas-azas hukum, taraf sinkronisasi hukum dan

perbandingan hukum.?

2. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini

adalah studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari: **

a.

c.

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
yakni :

1) Al-Quran dan Al-Hadis.

2) Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan

masalah hukum waris dan ekonomi.

Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer seperti kitab-kitab Figh, karya-karyg di
bidang hukum Islam dan ekonomi Islam (Islam kususnya), hasil-
hasil penelitian dan sebagainya.
Bahan Hukum Tertier atau bahan hukum penunjang yang

mencakup:

0 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
1998), hal 194, oleh Soetardyo Wignjosoebroto, penelitian tipe ini disebut dengan istilah “Study
Dogmatik” atau Penelitian Doktrinal (lihat tulisannya “Penelitian Hukum:sebuah Tipologi” pada
majalah masyarakat Indonesia, Tahun ke-I no.2,1974,hal. 92-94).

“ Soerjono Soekanto, Penganitar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), hal. 52.
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1) Bahan-bahan yang memberi 'penjelasan bhukum primer dan
sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

2) Bahan-bahan penunjang di luar bidang hukum.

3. Metode Analisa
Dalam Tesisi ini menggunakan analisa data kualitatif, dengan
teknis analisis deskriptif, yakni dengan mendeskripsikan sesuatu
gejala atau peristiwa sebagaimana mestinya. pada penelitian hukum
normatif, pengolahan data hakekatnya merupakan kegiatan untuk
mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.?

Sistemisasi berarti embuat Klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum

tertulis tersebut uhiui( memudahkan pekerjaan analisis. Kegiatan-

kegidtan yang dilakukan dslam analisa data yaitu:

a. Memilih ayat-ayat Al-Qur’an, Hadis-hadis dan pendapat para
ulama (Fuqahd) persturan perundang-undangan yang berisi
kaidab-kaidah Hiikiim yang mengatur masalah waris.

B. Membuat sistemlatika dari kaidah-kaidah hukum tersebut sehingga
menghasilkan klasifikasi tertentu. |

¢. Menganalisa kaidah hukum tersebut dengan mempergunakan

asas-asas hukum yang ada.

*2 Bambang Sunggono, op.cit, hal. 195.

B Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1983), hal. 96-97.
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d. Menyusun suatu konstruksi dengan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut :
1) Mencakup semua bahan yang di teliti
2) Konsisten
3) Memenuhi syarat estetis

4) Sederhana dalam perumusannya

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan secara sistematis diuraikan garis
besar tentang materi yang dibahas, supaya diketahui gambaran tesis ini.

Bab pertama berisi pendahuluan, memuat tentang alasan kajian
ini dilakukan. Dimulai dengan latar belakang masalah diperuncing
dengan rumusan masalah. Kemudian tujuan dan kegunaan peuelitian.
Kajian pustaka untuk menyatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan
hasil-hasil penelitian yang telah ada terhadap masalah yang sama. Lalu
kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan menutup
bab pertama.

Bab kedua membahas tentang Sistem Ekonomi Islam tentang
kepemilikan harta. Di dalamnya diuraikan tentang nilai-nilai dasar
ekonomi Islam sebagai pijakan pembahasan, pengertian-pengertian dan
jenis hak milik serta cara memperoleh dan membelanjakan harta.

Bab ketiga memuat prinsip-prinsip dasar warisan Islam, di sini

dibahas tentang kewajiban-kewajiban ahli waris atas harta peninggalan,



penyebab dan peﬁghalang kewarisan, macam-macam ahli waris serta
bagian-bagiannya.

Bab keempat menguraikan tentang analisis nilai ekonomi dalam
Hukum Kewarisan Islam dikaitkan dengan nilai dasar ekonomi Islam
yaitu kebebasan yang terbatas atas harta kekayaan dan nilai keadilan.
Tidak lupa juga dibahas tantang peran serta wanita dalam ekonomi yang
tercermin dari ketentuan Hukum Waris Islam.

Bab kelima merupakan bab penutup dan sekaligus sebagai bagian
paling akhir dari pembahasan ini, yaitu berisi kesimpulan dari sebuah

penulisan.



BAB II
SITEM EKONOMI ISLAM TENTANG

KEPEMILIKAN HARTA

A. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Jika dipandang semata-mata dari tujuan dan prinsip atau motif
ekonomi, memang tidak ada perbedaan antara Sistem Ekonomi Islam
dengan Sistem Ekonomi lain. Sebab semua sistem ekonomi, termasuk Sistem
Ekonomi Islam di dalamnya, bekerja atas; (1) fujuan yang sama yaitu
mencari kepuasan berbagai keperluan hidup manusia, baik keperluan
hidup pribadi maupun keperluan hidup masyarakat secara keseluruhan’
(2) prinsip atau motif ekonomi yang sama, yaitu setiap orang atau
masyarakat akan berusaha dengan pengorbanan tertentu diharapkan bisa
diperoleh hasil atau keuntungan yang maksimum.” Namum dilihat dari
perbedaan keperluan hidup manusia harus dipenuhi dengan kegiatan
ekonomi itu dan batasan-batasan yang ada, karena falsafah atau pandangan
hidup serta agama, maka terdapat perbedaan dalam pelaksamaan tujuan,
dan terutama dalam pelaksanaan prinsip ekonomi itu. Karena perbedaan-

perbedaan itu pula, ada sistem-sistem di dunia ini, yang terkemuka dan

' Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta; UI Press, 1998),
hal. 17-18

? Marwan Asri dan John Suprihanto, Pengantar Ekonomi Perusahaan, (Jakarta: Depdikbud,
1985), hal 3.

15
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mempengaruhi pemikiran dan kegiatan ekonomi manusia sekarang ini,
yaitu sistem ekonomi liberal atau kapitalis dan sistem ekonomi sosialis
atau marxis. Di tengah-tengah kedua sistem ekonomi itu, kini sedang
dikembangkan satu sistem ekonomi yang disebut ekonomi Islam. Yang di
maksud dengan Sistem Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang
terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya,
dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Atau dengan
perkataan lain, pertanyaannya mengenai Sistem Ekonomi Islam adalah
pertanyaan tentang pengaruh yang dipancarkan oleh ajaran-ajaran
Islam terhadap prinsip ekonomi yang menjadi pedoman bagi setiap
kegiatan ekonomi, yang bertujuan menciptakan alat-alat (barang dan
jasa) untuk memuaskan berbagai keperluan manusia. 3

Sistem Ekonomi Islam tersebut di atas, bersumber dari al-Qur’an
dan al-Hadis yang dikembangkan oleh pemikiran manusia yang
memenuhi syarat dan ahli dalam bidangnya. Kalau kita pelajari al-
Qur’an dan al-Hadis, akan jelas bahwa sejak mula Islam mengakui
misalnya motif laba (profit) dalam kegiatan ekonomi. Namun motif itu
terkait atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan temperance
(pembatasan diri). Karena bat.asan-batasan itu, maka jika ajaran Islam
dilaksanakan dalam kegiatan ekonomi, pemakaian motif laba atau
untung tidak akan membawa manusia pada individualisme yang ekstrim,

yang hanya mengingat kepentingan diri sendiri tanpa memperdulikan

3 Safrudin Prawiranegara, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Publicita, tt), hal. 10-15.
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kepentingan masyarakat. Sebaliknya, karena tidak melupakan aturan-
aturan moral dan sosial, kegiatan ekonomi tidak mungkin dijalankan di
bawah pimpinan negara saja, dengan melupakan Kkepentingan diri
sendiri. Sistem Ekonomi Islam, karena terikat pada syarat-syarat moral
dan sosial itu, jika diikuti dan dilaksanakan dengan seksama akan
merupakan suatu imbangan yang harmonis antara kepentingan individu
dan kepentingan masyarakat. 4

Menurut Ahmad M. Saefuddin, ada tiga asas filsafat ekonomi
Islam,’ yaitu: 1) semua di alam semesta, langit dan bumi serta sumber-
sumber alam yang ada padanya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai
oleh manusia adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakannya.
Semua ciptaan Allah itu tunduk pada kehendak dan ketentuan-
ketentuan-Nya.® Manusia sebagai khalifah-Nya (pengganti Allah untuk
mengelola bumi ini) berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta
itu  untuk kelangsungan hidup dan Kkehidupan manusia dan
lingkungannya. Ini berarti bahwa hak manusia atas sumber-sumber alam
dan kekayaan alam yang ada padanya adalah terbatas pada hak
pengurusan dan pemanfaatannya saja, sesuai dengan kehendak dan
ketentuan Allah pemilik dan pencipta alam semesta itu. Ajaran yang

menyatakan bahwa Allahlah pemilik dan pencipta alam semesta, langit

4 Ibid, hal 27

5 Ahmad M. Saefuddin, Study Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Media Da’wah
1984), hal.19.

S Lihat, Q.S. Thoha (20) :6 dan Al-Maidah (5) : 120
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dan bumi serta sumber-sumber alam yang terkandung di dalamnya
merupakan landasan nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam; 2) Allah itu Maha
Esa. Dialah pencipta segala makhluk yang ada di alam semesta. Salah
satu makhluk ciptaan-Nya adalah manusia, yang diberi alat kelengkapan
sempurna lebih dari makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya agar ia
mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya sebagai khalifah
Allah di bumi ini. Semua makhluk lain, terutama fauna (hewani) dan
flora (nabati) yang ada di alam semesta ini ditundukkan Allah kepada
manusia, agar semua itu dapat dimanfaatkan oleh manusia bagi
kepentingan hidup dan kehidupannya. ” Untuk dapat melaksanakan
tugasnya sebagai kholifah Allah itu, manusia yang berasal dari substansi
yang sama, wajib saling bantu-membantu dan kerja sama terutama
dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi keperluannya
berdasarkan persamaan dan persaudaraan; 3) Beriman kepada hari
kiamat dan kepada hari pengadilan. Keyakinan kepada hari akhir atau
pada hari kiamat ini merupakan asas penting dalam Sistem Ekonomi
Islam karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi manusia di
dunia ini akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua
perbuatannya, termasuk tindakan ekonominya, akan dimintai
pertanggungjawabannya kelak oleh Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa di

akhirat. Pertanggungjawaban itu tidak hanya mengenai tingkah laku

7 Lihat, Q.S. Lugman (31) : 20, An-Nahl (16) : 10-16, Fathiir (35) : 27-28 dan Az-Zumar
(39) : 21
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(ekonomi)nya saja, tetapi juga mengenai harta kekayaan yang
‘diamanatkan’ Allah kepada manusia. ®

Ketiga asas pokok filsafat ekonomi Islam ini melahirkan nilai-nilai
dasar Sistem Ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam tersebut
adalah:’ 1) Nilai dasar pemilikan. Menurut Sistem Ekonomi Islam; (a)
pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi,
tetapi kemampuan untuk memanfaataknnya; (b) lama ‘pemilikan’
manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia itu hidup di
dunia ini. Kalau seorang manusia meninggal dunia, harta kekayaannya
harus dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang telah di
tetapkan Allah," menurut ajaran Islam; (c) sumber-sumber daya alam
yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup
orang banyak harus menjadi milik vmum atau negara, atau sekurang-
kurangnya dikuasai negara untuk kepentingan umum atau orang
banyak; 2) Keseimbangan. Keseimbangan ini misalnya terwujud dalam
kesederhanaan, hemat dan menjauhi keborosan."' Nilai dasar
keseimbangan ini harus dijaga sebaik-baiknya bukan saja antara
kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat dalam ekonomi, tetapi

juga keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan

8 Rafiq Issa Beekun, /slamic Business Ethict, (Virginia: International Institute of Islamic
Thought 1997), hal . 103.

® Muhammad Daud Ali, op-cit, hal .6
% Lihat Q.S. al-Nisa’ (4):7,11,12 dan 176

'''Lihat Q.S. Al-Furqon (25) : 67, Ar-Rahman (55) :9
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umum. Di samping itu juga harus dipelihara keseimbangan antara hak
dengan kewajiban;'? 3) Keadilan. Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam
ketiga adalah keadilan. Kata adil adalah kata yang terbanyak disebut
dalam Al-Qur’an (lebih dari seribu kali), setelah perkataan Allah dan
ilmu pengetahuan. Karena itu, dalam Islam, keadilan adalah titik-tolak,
sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia.

Ini berarti bahwa nilai kata adil itu sangat penting dalam ajaran
Islam, terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik dan ekonemi.
Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa (a) keadilan itu harus
diterapkan di semua bidang kehidupan ekonomi. Dalam proses produksi
dan konsumsi, misalnya, keadilan harus menjadi alat pengatur efisiensi
dan pemberantasan keborosan.'* Dalam distribusi, keadilan harus
menjadi penilai yang tepat, faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan
harga, agar hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan kadar yang
sebenarnya; '* (b) keadilan juga berarti kebijaksanaan mengalokasikan
sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu

16

memasuki pasar — melalui zakat, infaq (pengeluaran sukarela yang

dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki), sedekah

"2 M Quraish Shihab, Wawasan al-Qur ‘an (Bandung, Mizan, 1996) hal 409,

'3 Sri Edi Swasono, Pandangan Islam dalam Sistem Ekonomi Indonesia, (Jakarta,Ul-
Press, 1987), hal. 11

' Lihat Q.S Al-Isra’ (17) : 16

' M. Umer Chapra, Isiam and The Economic Challenge, (The Islamic Foundation and
The International Institute of Islamic Though, 1995), hal. 215

'8 Ibid, hal. 216



21

(pemberian ikhlas yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain,
terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang
tidak di tentukan, baik jenis, jumliah, maupun waktunya).

Watak utama nilai keadilan yang dikemukakan di atas adalah
bahwa masyarakat ekonomi haruslah merupakan masyarakat yang
memiliki sifat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.
Penyimpangan dari watak ini akan menimbulkan bencana bagi
masyarakat yang bersangkutan.

Ketiga nilai dasar Sistem Ekonomi Islam tersebut di atas yaitu (1)
kebebasan yang terbatas mengenai harta kekayaan dan sumber-sumber

produksi, (2) keseimbangan dan (3) keadilan, merupakan pangkal (asal)

e e en s . 3 17
nilai-nilai instrumental Sistem Ekonomi Islam.

B. Pengertian dan Jenis-Jenis Hak Milik
Istilah “milik” berasal dari bahasa Arab. “milk” yang secara
bahasa berarti “memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas
terhadapnya.'”® Secara istilah, milik dapat didefinisikan, sesuatu ikhtisas

yang menghalangi yang lain menurut syari’at, yang membenarkan

7 AM Saefuddin, Op-cit, hal .65

'* Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia Terlengkap, (Surabaya, Pustaka
Progressif, 1997), hal 905
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pemilik ikhtisas itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya,
kecuali ada penghalang. *’

Kata menghalangi dalam defenisi di atas maksudnya adalah
sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik sesuatu barang untuk
mempergunakan/memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan
terlebih dahulu dari pemiliknya. Sedang pengertian penghalang adalah
sesuatu yang mencegah pemilik untuk bertindak terhadap harta
miliknya.”’

Pengakuan akan kepemilikan adalah salah satu prasarat untuk
sahnya sebuah transaksi harta benda.”’ Namun pertanyaan yang penting
untuk dikemukakan adalah” siapa pemilik sebenarnya dari harta itu?”

Dalam ayat-ayat Al-Qur’an terdapat bermacam-macam
penegasan tentang nisbah pemilikan harta :

1. Harta dinyatakan sebagai milik manusia, sebagai hasil usahanya.

Misalnya dinyatakan dalam Al-Qur’an.

629 AR5 QBN S KTt s
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1% Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989),

2 ibid

2 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, alih bahasa, Samson Rohman, (Jakarta,

Pustaka Al-Kautsar 2001), hal. 55

2 (QS. Al-Bagarah (2) : 188



Artinya :*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang
lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat
memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan
berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

"EL’;,\ m‘ L}'S%/D'@M/,‘/ :"'q!?u-gj\
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Artinya : “ Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan
siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka
mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap
mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hatl. -

Dalam dua ayat ini dinyatakan dengan jelas nisbah milik harta
kepada manusia. Hal ini memberi tempat kepada watak naluriah
manusia yang amat senang kepada harta dan merasakan barta yang
diperolehnya itu adalah miliknya serta adanya kecenderungan berat
melepaskan miliknya itu bagi kepentingan orang lain.

Penegasan nisbah harta kepada manusia itu di satu pihak
memberikan dorongan kepada manusia dan di lain pihak menegaskan
tentang hak bagi manusia untuk menikmati harta miliknya. Juga
dimaksudkan untuk mengetuk hati manusia agar suka berbuat
kebaikan dengan harta miliknya yang akan .menerima balasannya

dari Allah atas kebaikannya itu. **

¥ Q.S. Al-Bagarah (2) : 274

** Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, Hukum,
Politik dan Ekonomi, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 99



Dengan adanya penegasan tentang nisbah mifik harta kepada
manusia itu dapat diambil kesimpulan bahwa Islam mengakui adanya

hak milik perseorangan yang dijamin keselamatannya dalam hukum.

. Harta yang diperoleh dengan usaha manusia berasal dari anugerah

Allah, bukan semata hasil usaha sendiri. |
Guliabt 1,53 G 20 KT 61885
T Ol 8%
Artinya :“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang

telah Allah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kamu kepada Allah

yang kamu beriman kepada-Nya.

Penegasan semacam ini dimaksudkan agar tentang
keberhasilan seseorang dalam berusaha memperoleh harta jangan
sampai mengaku bahwa harta itu diperoleh tanpa ada campur tangan
Allah. Dengan demikian yang berhasil akan bersyukur kepada Allah
dan yang belum berhasil akan bersabar dan meneruskan usahanya.
Orang yang merasakan bahwa harta yang diperolehnya berasal dari
rizki Allah. akan selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan Aliah

mengenai cara memperoleh dan menggunakannya.

23005 Al-Maidah (5) : 88
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Pemilikan harta adalah pada Allah,

Hal ini berdasarkan hakikat bahwa segala sesuatu yang terdapat di
langit dan di bumi itu adalah ciptaan Allah, maka secara hakekat
pula Allah jugalah yang menjadi pemilik mutlak atas segala ciptaan-
Nya itu. Manusia hanya diberi kekuasaan dan wewenang untuk
mengelola harta yang berada di bawah kekuasaannya dan akan

dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaannya itu. %
b2 4 Bt ¥ 1l ‘\{' f”(’/‘ ﬂ'a’;"’//’-'
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Artinya : “Tidaklah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi

adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang

pelindung maupun seorang penolong.”

2r

' 7'117.’{,’.,5’/// Z sds ';// Lot 2 ‘

R CASE2AS0R5 K 1388305 413455 0L Bl
“Berimaniah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkan
sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu

» 27

menguasainya. ) .

Juga dapat dilihat pada surat Al-Maidah : 17 , Al-Jatsiyah : 13.

(45) 13

*Q.S. al-Bagarah (2) : 107.

%" Q.S. al-Hadiid (57) : 7. Juga dapat di lihat pada surah al-Maidah (5) : 17, al-Jatsiyah
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Penegasan bahwa pemilik hakiki atas harta adalah Allah,
berisi suatu prinsip bahwa menurut Islam hak milik tidak bersifat
mutlak. Manusia memanfaatkan harta atas nama pemiliknya yang
hakiki, sesuai dengan kehendak-Nya pula. %

Dari ketiga bentuk penisbahan kepemilikan harta tersebut
mengandung pengertian bahwa pemilikan pribadi dalam pandangan
Islam tidaklah bersifat mutlak/absolut (bebas tanpa kendali dan
batas). Sebab di dalam berbagai ketentuan hukum dijumpai beberapa
batasan dan kendali yang tidak boleh dikesampingkan oleh seorang
muslim dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta benda miliknya.
Untuk itu dapat disebutkan prinsip dasarnya, yaitu : »

1. Pada hakekatnya individu hanyalah wakil masyarakat.
Prinsip ini menekankan bahwa sesungguhnya individu/pribadi
hanya merupakan wakil masyarakat yang diserahi amanah, untuk
mengurus dan memegang harta benda, Pemilikan atas harta
benda tersebut hanya bersifat sebagai “uang belanja.” Dalam hal
ini ia mempunyai sifat hak kepemilikan yang lebih besar
dibanding  anggota masyarakat lainnya. Sesungguhnya
keselurubhan harta benda tersebut secara umum adalah hak milik

masyarakat. Masyarakat diserahi tugas oleh Allah untuk

2 M. A, Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, alih bahasa. M. Nastangin,
(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 65

» Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 6-7



mengurus harta tersebut. Sedangkan yang menjadi pemilik

mutlak dari harta benda tersebut adalah Alah :
e 23030 e e v per LT 19k
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Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan
nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan
kamu menguasainya, maka orang-orang yang beriman diantara
kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh
pahala yang besar.” ’

Dapat dikemukakan bahwa pengertian “menguasai” di sini,
bukanlah penguasaan yang bersifat mutlak dan absolut, dan
manusia hanyalah sekedar menafkahkannya sesuai dengan
ketentuan hukum yang telah digariskan oleh Allah. Apapun
bentuk kepemilikan pribadi (yang diperoleh berdasarkan usaha-
usaha yang tidak menyimpang dari syari’at Islam ) akan didapati
hak masyarakat’' Dalam istilah sehari-hari bahwa hak
(pemilikan) pribadi menpunyai dimensi fungsi sosial.

Harta benda tidak boleh hanya berada di tangan pribadi

(sekelompok) anggota masyarakat.

*® (.S al-Hadiid (57) : 7

n

Nurcholis Madjid, /Islam Dokirin dan Peradaban, (Jakarta: Yayasan Wakaf

Paramadina, 1992), hal. 513.



Prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan
kestabilan dalam masyarakat. Sekiranya harta benda itu hanya
berada di tangan pribadi (monopoli kelompok) tertentu, maka
akan menimbulkan ketimpangan dan ketidakstabilan ekonomi.
Ketidakbolehan penumpukan harta ini didasarkan pada

ketentuan :
o% PR L CT IR et J
" RSk B EsSe
. Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang

kaya saja diantara kamu . . .

Dalam konteks demikian, hal tersebut dapat diambil
illustrasi bahwa sikap lhental oligopoli, monopoli dan yang sejenis
dengannya merupakan sikap mental pengingkaran nurani
kemanusiaan dan jelas-jelas menyimpang dari aturan Islam. *

Islam menetapkan bahwa pemilikan pribadi hanya bisa ada
dengan wewenang dari pembuat syari’at, yang diserahi mengurus
urusan-urusan masyarakat. Pada hakikatnya pembuat syari’at itulah
yang memberikan harta milik kepada manusia dengan
pengaturannya melalui syari’at. Untuk itu Abu Zahrah
mengemukakan “Dalam artian, yakni bahwa kepemilikan hanya bisa

ada dengan ketetapan dari pembuat syari’at, adalah sesuatu yang

*? Q.S. Al-Hasyr (59) : 7

33 Afazlur Rahman, Dokirin Ekonomi Islam, Jilid 2, alih bahasa. Soeroyo Nastangin,
(Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 93
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telah disepakati oleh para ulama figh, sebab semua hak termasuk hak
kepemilikan, tidak bisa ada kecuali dengan adanya pengukuhan
atasnya dari pembuat syari’at, dan ketetapannya atas sebab-sebab
kepemilikan tersebut. Maka hal tersebut tidaklah timbul dari sifat-
sifat benda itu sendiri, tetapi dari izin pembuat syari’at yang
menjadikannya memerlukan dasar-dasar syari’at.” 34

Berdasarkan perilaku Nabi Muhammad SAW, maka dengan
mudah dilihat bahwa beliau menggolongkan harta kekayaan menjadi
dua kategori besar : **

1. Kategori pertama terdiri dari berbagai kekayaan alam
tertentu yang di luar jangkauan dari kepemilikan harta
kekayaan secara pribadi. Ada empat sumber daya yang secara
khusus disebutkan oleh Nabi SAW , yaitu air, rempah-rempah,
api dan garam.’

2. Kategori kedua terdiri dari hal-hal yang tidak dianggap
sebagai titipan dan di mana hak milik pribadi terhadap harta

kekayaan diakui

34 Suhrawardi K. Lubis, Op-cit, hal. 7

% Ziauddin Ahmad, A/-Qur ‘an, Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan, alih bahasa.
Ratri Pirianita, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hal. 25-26.

% Telah dicatat oleh beberapa cendekiawan bahwa apa yang dimaksud dengan “air” di
sini adalah sumberdaya alam berupa air yang tidak pernah digali oleh manusia seperti sungai, kali,
danau dan mata air “rempah-rempah” diartikan rerumputan, rempah dan tanaman yang tumbuh
sendiri. “Api” diartiakan sebagai pohon: yang berada di hutan dan semak belukar yang
dipergunakan untuk kayu bakar. Menurut Daud Ali keempat sumber daya alam tersebut
dikelompokkan ke dalam tiga jenis (I) minyak dan gas bumi (2) barang tambang dan (3)
kebutuhan pokok manusia lainnya. (Muhammad Daud Ali, Op-cif), hal.6.
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Adapun jenis hak milik dalam pandangan Hukum Islam dapat

dibedakan kepada ¥’

1. Milik yang sempurna (milkuttam), yaitu hak milik yang
sempurna, sebab kepemilikannya meliputi penguasaan
terhadap bendanya (zatnya) dan manfaatnya (hasil) benda
secara keseluruhan, Dengan kata lain, si pemilik menguasai
benda dan manfaatnya secara sekaligus. Pembatasan terhadap
penguasaan tersebut hanya didasarkan kepada :

a) Pembatasan yang ditentukan oleh Hukum Islam seperti
hak yang diperoleh dengan perkongsian-kongsian.

b) Pembatasan yang ditentukan oleh ketentuan perundang-
undangan suatu negara seperti hak-hak atas tanah dalam
ketentuan Undang-undang Pokok Agraria (UU No.S Tahun
1960).

2. Milik yang kurang sempurna (milkunnaqisk), disebut milik
yang kurang sempurna, karena kepemilikan tersebut hanya
meliputi bendanya saja atau manfaatnya saja. Seperti
penyewa rumah, hanya mempunyai milik untuk
memanfaatkan rumah tersebut, tidak boleh menjualnya pada

orang lain.

" Hasballah Thaib, 1992, Hukum Benda Menurut Istam, (Medan: UNDHAR), hal. 6
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C. Cara Memperoleh dan Membelanjakan Harta
Untuk memperoleh harta benda dapat ditempuh dengan beberapa
cara dengan prinsip sukarela, menarik manfaat dan menghindarkan
madarat bagi kehidupan manusia, memelihara nilai-nilai keadilan dan
tolong-menolong serta dalam batas-batas yang diizinkan syara’. »
Diantara cara memperoleh harta (hak milik) menurut Islam
adalah : |
1. Thrazul Mubahat yaitu memiliki suatu benda yang memang
dapat/boleh dijadikan sebagai obyek kepemilikan.”” Adapun yang
dimaksud dengan boleh atau mubah adalah “harta yang tidak
masuk ke dalam milik yang dihormati (milik seseorang yang sah)
dan tidak ada pula suatu penghalang yang dibenarkan oleh
syari’at dari memilikinya.” * Termasuk dalam Ihrazul mubahat
ini adalah berburu, membuka tanah baru, air di sungai, rikaz dan
lain-lain.
2. Disebabkan adanya akad atau perjanjian-perjanjian hak milik,
seperti jual beli, sewa menyewa, perjanjian kerja, hibah, wasiat,
hadiah, akad jabariyah maupun akad istimlak (jual beli yang

dilakukan untuk kemashlahatan umum).41

3 Ahmad Azhar Basyir, Op-cit, hal. 200
* Suhrawardi K. Lubis, Op-cit, hal.9
* Hasbi Ash-Shiddigieqy, Op-cit, hal .9

*! Suhrawardi K. Lubis. Op-cit, hal. 9-10
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3. Disebab Khalafiyah yaitu bertempatnya seseorang atau sesuatu
yang baru di tempat lama yang telah hilang pada berbagai macam
hak. Secara sederhana dapat diartikan bahwa seseorang
memperoleh hak milik disebabkan karena menempati tempat
orang lain. Lahirnya hak milik disebabkan khalafiyah ini dapat
dikelompokkan ke dalam :*

a. Irs yaitu ahli waris menempati tempat si pewaris dalam hal
kepemilikan segala harta yang ditinggalkan oleh pewaris
tersebut.

b. Tadmin/Ta’wid atau menjamin kerugian, Maksudnya orang
vang dirugikan berhak menerima iwad dan diat tersebut,
sepenuhnya menjadi hak milik dari yang menerima.

4. Disebabkan Attawalludu Minal Mamluk.

Lahirnya hak milik disebabkan Attawalludu minal mamluk

merupakan akibat sesuatu yang lahir/terjadi dari benda yang

dimiliki yang merupakan hak bagi pemilik barang atau benda
tersebut, misalnya :

a. Anak binatang yang lahir dari induknya, merupakan hak
milik bagi pemilik induk binatang tersebut.

b. Susu lembu merupakan hak milik bagi pemilik lembu.

*2 Hasbi Ali Shiddiegieqy, Op-cit, hal. 11

*3 Ahmad Azhar Basyir, Op-cit, hal 200
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Selain apa yang diungkapkan di atas, syari’at Islam juga
mengharuskan didistribusikannya kekayaan melalui zakat, infaq
dan sHhadagah, yang merupakan sarana untuk memperoleh
pemilikan pribadi, walaupun pihak penerima hak di sini tidak
melakukan prestasi apa-apa terhadap pemberi, tetapi dijadikan
jalan yang sah untuk memperoleh pemilikan pribadi terhadap
sesuatu benda.

Mengenai pembelanjaan harta, Islam memberikan
ketentuan yang mengatur (pembelanjaan) kekayaan sebagai
berikut :

1. Pemanfaatan kekayaan, maksudnya dalam Islam tidak
diperbolehkan memiliki kekayaan yang tidak digunakan.
Diriwayatkan bahwa Nabi SAW mengatakan (dinukilkan oleh
M.A. Mannan)." “Orang yang menguasai tanah tidak bertuan
tidak lagi berhak atas tanah itu jika setelah tiga tahun
menguasainya, ia tidak menggarapnya dengan baik.”

2. Pembayaran zakat.

Ketentuan kedua dari syari’at mengenai perilaku
pemilik kekayaan pribadi ialah ia harus membayar zakat

sebanding dengan kekayaan yang dimilikinya.” Jika dalam al-

* M.A. Mannan, Op-cit, hal. 65

3 Al Yafie, Menggagas Figh Sosial, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 231
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Qur’an terdapat 27 ayat,” yang mensejajarkan kewajiban
shalat dengan zakat dan terdapat pula‘ berbagai ayat yang
memuji orang-orang yang menunaikannya, dan memberikan

ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya, ¥’

olETs sesds wbw\um\ww
B Gls gD

“Hanyalah orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah
orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian,

serta mendirikan sholat, menunaikan zakat .”

3. Penggunaan yang berfaedah, maksudnya penggunaan,
pemanfaatan harta hendaklah ditujukan untuk mendatangkan
kemaslahatan, kemakmuran dan kesejahteraan.” Dalam hal
ini Islam mengajarkan agar membelanjakan hartanya mula-

mula untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri, kemudian

Yusufal-Qardaw: Fighuz Zakat, (Beirut, Muassasah Risalah, 1991), hal. 42. Sebegian ulama berpendapat
bahwa terdapat 80 ayat yang menscjajarkan kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Lihat Sayyid Sabiq, Figh Sunnah
jilid 3, (Kuwait, Daar if Bayan, 1968), hal. 5

*7 Dalam Surah at-Taubah ayat § dan 11 dinyatakan bahwa kesedisan berzakat dipandang sebagai indikator
utama ketunduken seseorang kepada ajaran Islam.

) QQ.S. at-Taubah (8) : 18

Y M.A. Mannan, Op-cit, hal. 67



memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya,

kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat.
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Artinya :“Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan
(di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk dirinya sendiri. Dan
janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena
mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang balk kamu
nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup
dan sedikitpun kamu tidak akan dianiaya.”

4. Penggunaan yang tidak merugikan.

Bila Islam memberikan tekanan pada pemakaian harta
benda yang berfaedah berarti membebankan kewajiban pada
pemilik harta benda untuk menggunakannya sedemikian rupa
sehingga tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain, atau
masyarakat. Pemilikan mutlak segala-galanya ada pada Allah.
Setiap individu, kaya atau miskin, mempunyai hak untuk

menggunakannya. Karena itu, bila kerugian ditimpakan pada

orang lain, ha!l ini merupakan suatu pelanggaran. 5t

v

**Q.S. al-Baqarah (2) : 272

' M.A. Mannan, op-cit, hal. 68
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5. Pemilikan yang sah
Ketentuan ini mengatur perilaku harta benda, di mana
semua tindakan untuk memperoleh harta benda dengan cara-
cara melawan hukum dilarang, mendapatkan harta benda
atau barang dengan curang termasuk dalam golongan yang
sat;la. 2 Demikian pula halnya bila mendapatkan hak milik
melalui keputusan pengadilan dengan cara yang tercela seperti
penyuapan dan kesaksian palsu adalah suatu perbuatan
melanggar hukum. *
6. Penggunaan berimbang, yaitu harus menggunakan hartanya
secara berimbang, jangan boros atau kikir. Dalam Al-Qur’an

dinyatakan :

‘/r;:.. !..)I d‘ )h‘ ,,a,;g.)
54
P3LSA A AN

“Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu (pada
lehermu) dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya agar

kamu tidak tercela dan menyesal.”

52 Q.S. al-Nisa® (4) ayat 29, menyatakan : “Hai orang-orang yang beriman janganlah
kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil™.

>} Lihat Q.S. al-Bagarah (2) - $88

34 Q.S al-Isra’ (17) : 29
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Sikap yang tidak berlebihan merupakan inti dari pesan Islam
dalam semua kegiatan manusia, walaupun Islam tidak
menyetujui pertapaan dan juga dengan tegas untuk tidak
bersikap pemboros atau berlebihan dan mencolok mata dalam
berkonsumsi. *°

7. Pemanfaatan sesuai hak
Syariat Islam memberi tekanan pada penggunaan harta benda
dengan menjamin manfaatnya bagi si pemilik, dengan tidak
mengabaikan kepentingan-kepentingan yang lebih luas bagi
masyarakat. Di dalam harta yang dimilikinya ada hak bagi
dirinya sendiri, ada hak bagi orang lain, masyarakat dan
negara. >

8. Memberikan tekanan pada kepentingan kehidupan, karena
persoalan pengawasan dan pembagian harta tidak timbul
setelah kematian pemiliknya, maka kepentingan mereka yang
masih hidup harus terjamin dengan mempraktekkan hukum

waris Islam. 5’

5 M. Umer Chapra, op-cit, hal. 56
56 Ahmad Azhar Basyir, op-cit, hal. 201

7 M.A. Mannan, op-cit, hal 72
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Dari berbagai ketentuan pembelanjaan harta di atas, maka
dapat diambil suatu pengertian bahwa Islam mengajarkan agar
membelanjakan hartanya mula-mula untuk mencukupkan kebutuhan
dirinya sendiri, kemudian untuk memenuhi kebutuban keluarga yang
menjadi  tanggungannya, kemudian memenubi kebutuhan
masyarakat. Hak orang dari hartanya untuk memenuhi kebutuhan
diri sendiri dan yang menjadi tanggungannya meliputi kebutuhan
pokok dan fungsional; dengan cara wajar (sedang), tidak kurang dari
yang diperlukan, tetapi juga tidak melebihi kadar yang dibutuhkan.
Kecuali kebutuban-kebutuhan pokok dan fungsional, orang
dibenarkan menggunakannya untuk yang dirasakan sebagai
kebutuhan - kebutuhan pelengkap dan semi kemewahan, selagi tidak
melampaui batas. Hal terakhir ini sangat relatif tergantung kepada
keadaan cara hidup masyarakat pada suatu tempat dan waktu.
Dalam praktek, akhirnya yang menentukan adalah rasa tanggung
jawab seseorang hamba kepada Allah yang diberi kuasa untuk
mengelola harta Allah dan sekaligus dalam kedudukannya sebagai
anggota masyarakat.

Hak masyarakat yang melekat pada harta seseorang dapat
berupa kewajiban zakat harta, kewajiban kenegaraan berupa
berbagai macam pajak, kewajiban kemasyarakatan, dan dapat pula

berupa pembelanjaan sukarela yang merupakan anjuran beramal
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kebaikan berbagai macam shadaqah, wasiat, wakaf, hi{;@h dan

sebagainya.



BAB III
PRINSIP-PRINSIP DASAR
KEWARISAN ISLAM

A. Kewajiban Ahli Waris atas Harta Peninggalan
Kewajiban-kewajiban yang bersangkutan dengan harta
peninggalan, menurut Jumhur Fuqaha’ dan menurut ketentuan yang
termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Kewarisan Mesir dalam
pasal 4, ada empat macam yaitu biaya perawatan kematian, hutang-
hutang, wasiat dan bagian ahli waris."
1. Biaya Perawatan Jenazah (tajhiz al-janazah)

Biaya perawatan jenazah dimaksudkan meliputi seluruh biaya
yang dikeluarkan sejak orang tersebut meninggal dunia. Dari biaya
memandikan, mengkafani, mengantar (mengusung) dan
menguburkannya. * Besarnya biaya tidak boleh terlalu besar juga
tidak boleh terlalu kurang, tetapi dilaksanakan secara wajar.
Menurut Imam Ahmad, biaya perawatan ini harus didahulukan dari
pada utang. Sementara Imam Hanafi, Malik dan Syafi’i, pelunasan
utang harus didahulukan. Alasannya, jika utang tidak dilunasi

terlebih dahulu, jenazah itu ibarat tergadai. *

! Fatchur Rahman, limu Mawaris, (Bandung: PT.Al-Ma’arif, 1987), hal 4243
2 Ibid

3 Abd al-Azim Syaraf al-Din, Ahkam al-Mirats wa al-Wasiyat Fi al-Islamiyah, (Kairo:
Dar al-Fikr al-Hadits, 1382/1962), hal.6

40
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Adapun dasar hukum bahwa biaya perawatan hendaknya

dilakukan secara wajar adalah Firman Allah :
’-/z 7 pes do et 32 gy |2%e f ./F'
\'\5'5 S AaOBsBIEREN P ‘:lu

Artinya “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan
(hartanya) tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, tetapi adalah
(pembelanjaannya itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” 4

Termasuk ke dalam biaya perawatan adalah semasa muwaris
sakit menjelang kematiannya. Tentu saja apabila harta yang
ditinggalkannya mencukupi. Persoalannya, bagaiman jika harta
tinggalannya tidak mencukupi, atau bahkan tidak ada sama sekali,
dari mana biaya tersebut harus diambil.

Para Ulama berpendapat dalam hal ini, apabila harta yang di
tinggalkan si mati tidak mencukupi, maka harta yang ada itu di
manfaatkan, kekurangannya menjadi tanggungan keluarga. Ulama
Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah membatasi pada keluarga yang
menjadi tanggungannya ketika si mati masih hidup. ‘?,]asannya,
karena semasa hidupnya, merekalah yang memperoleh kenikmatan

dari si mati, mereka pula yang menerima harta warisan jika ada

+ QS. al-Furqgan (25) : 67
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kelebihan, maka wajar jika mereka harus bertanggungjawab
memikul biaya perawatan. 5

Apabila si mati tidak mempunyai keluarga, maka diambilkan
dari bait al-mal (kas negara). Jika bait al-mal tida berfungsi,
penyelesaiannya dimintakan kepada orang-orang Islam yang kaya
dan mau sebagai pemenuhan kewajiban kifayah. Sebab kalau tidak
ada seorangpun yang bersedia membiayainya, maka semua orang
Islam di lingkungannya akan menanggung dosa. ¢

Pendapat yang berbeda dikemukakan Ulama Malikiyah,
bahwa biaya perawatan tersebut diambilkan dari bait al-mal, tanpa
harus membebani keluarga atau kaum muslimin.” Pendapat ini
mempunyai celah kelemahan. Karena boleh jadi keluarga akan
leluasa untuk tidak bertanggungjawab terhadap perawatan keluarga

yang meninggal.

. Pelunasan Utang

Utang merupakan tanggung jawab yang harus dibayar oleh
orang yang utang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Apabila yang
utang meninggal dunia, maka pada prinsipnya, tanggungjawab

membayarnya beralih kepada keluarganya. Perkembangan sistem

5 Ahmad Rofiq, Figh Mawaris, (Jakarta: Raka Grafindo Persada, 1983), hal. 38
6 Fatchur Rahman,Op-cithal 43

7 Ibid, hal 44
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ekonomi yang kian maju, dalam jenis utang tertentu misalnya kredit
kepada bank biasanya di asuransikan. Untuk jenis yang terakhir ini,
maka tanggungjawab si kreditur diambil alib oleh asuransi, setelah
orang yang utang melunasi premi asuransi dari uang pinjaman
tersebut dalam jumlah yang ditentukan dalam perjanjian. Terlepas
dari status hukum utang bank dan asuransi, utang semacam ini di
luar tanggungan keluarga. Ini sama dengan pendapat Fuqaha’
Hanafiyah, bahwa apabila orang yang utang meninggal dunia, maka
bebaslah ia dari tanggung jawabnya itu. ®

Akan tetapi jika utang tersebut bersifat antar individu, maka
utang tersebut menjadi tanggungjawab keluarga (abhli waris) yang
ditinggalkannya. Karena itu, Islam menganjurkan agar transaksi
utang-piutang dicatat secara tertib, ini dimaksudkan agar tidak
terjadi sengketa antara mereka yang terlibat dalam transaksi

tersebut. Firman Allah menunjukkan :

9

A A VIO A 2 R A VT L WK A%

B8 G I OBl 65 1 SRMICATRER
Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu

bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,

hendaklah kamu menuliskannya.”

hal 390

8 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Reja Grafindo Persada, 1997),

® QS. Al-Bagarah (2) : 282
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Para Ulama mengklasifikasikan utang kepada dua macam,
yaitu: 1) Utang kepada sesama manusia, disebut dain al-‘ibad;
2) Utang kepada Allah, disebut dain Allah. Utang kepada sesama
manusia, ditinjau dari segi teknis pelaksanaannya dibagi dua:
a) Utang yang berhubungan dengan wujud harta (utang gadai)
disebut dain ‘ainiyah, b) Utang yang tidak bersangkutan dengan
wujud harta disebut dain mutlaqah. Utang mutlaqah jika dilaku?can
pada waktu sehat dan dapat dibuktikan disebut dain sihah, dan
apabila dilakukan pada waktu sakit serta tidak ada bukti-bukti kuat,
disebut dengan dain marad. "°

Dasar hukum tentang wajibnya didahulukan pelunasan utang

si mati, dijelaskan dalam firman Allah :

n
' L-’/’,v

R = 72 e s 342
Cra\ls (e dies Ysb( 2
“. . . setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan dan atau

sesudah dibayar utang-utangnya. . .”

Nabi Mubhammad SAW sendiri mempraktekkan pelunasan

utang teriebih dahulu daripada wasiat, seperti hadis berikut :

' Muslich Maruzi, Pokok-pokok Ilmu Waris, (Semarang: Mujahidin, 1981), hal.18

' QS. al-Nisa’ (4) 112
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Artinya: “Sesungguhnya Nabi SAW memutuskan untuk melunasi
utang sebelum melaksanakan wasiat, sedang kamu sekalian

mendahulukan wasiat sebelum melunasi utang”. n

Pertanyaannya adalah, utang mana yang harus didahulukan,
apakah dain al‘ibad atau dain Allah?

a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dain Allah gugur dengan
kematian seseorang. Peristiwa kematian, katanya, dengan
sendirinya menghilangkan kemampuan seseorang dan menghapus
beban hukum yang seharusnya dipikul. Ahli warisnya tidak lagi
berkewajiban melunasinya. > Ibadah haji misalnya, meski pada
waktu hidupnya si mati mampu, tetapi belum dilaksanakan, dan
terdapat sisa harta yang mencukupi untuk itu, tidak wajib
hukumnya membayar biaya haji tersebut. Sekiranya utang haji
itu dilunasi, statusnya bukan sebagai pemenuhan utang kepada
Allah, tetapi sebagai sadagah biasa (al-tabarru’). Begitu pula,
seandainya si mati pernah berwasiat agar utangnya kepada Ailah

dilunasi, wasiatnya berlaku sebapgai wasiat biasa, yang harus

12 Al-Tirmiziy, Sunan al-Tirmiziy, juz 111, (Kairo: Dar al-Fikr, 1978), hal. 291.

B Fatchur Rahman, Op-cit, hal 46
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tunduk kepada ketentuan maksimal 1/3 dari barta \yapg.
ditinggalkannya, dan harus diberikan kepada orang yang bukan-
ahli warisnya.

b. Mazhab Malikivah mendahulukan dain al-ibad dari pada dain
Allah. Argumentasi mereka, manusia sangat membutuhkan agar
utangnya  dilunasi, karena orang yang  berpiutang
membutuhkannya. Allah Maha Kaya, tidak perlu dilunasi utang-
utang manusia kepada-Nya. Di dalam pelaksanaan pelunasan
utang, dain ‘ainiyah  didahulukan daripada dain mutlaqah.
Pendapat ini sejalan dengan pendapat Fuqaha’ Hanafiyah dalam
dain al-‘ibad.

c. Ibn Hazm al-Andalusi dan Ulama Syafi’iyah, mendahulukan dain
Allah daripada dain al-‘ibad. dan dain ‘aniyah didahulukan dari
dain mutlagah. Dasar hukum yang dipedomaninya adalah hadits

berikut :

"/)'/ oy LAV
P90 3\..41;’

/ y -
A AL B 3 Vi

/ ’
.‘:}4/,d//'. !' ‘/{/{a AL
(chovidy,)  gais 1 got din C % J6 558

" Al-Bukhariy, Shahih al-Bukhariy, juz V, (Kairo: Dar al-Sya’biy, tt) hal.170.
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Artinya : “Seorang laki-laki datang kepada nabi SAW mengadu:
“Ibuku meninggal, sementara dia mempunyai tanggungan puasa
selama satu bulan. Apakah aku harus menunaikan (membayar fidyah)
nya ? Nabi ganti bertanya : “Jika sekiranya ia mempunyai utang,
apakah kamu akan melunasinya ?” Laki-laki itu menjawab, “Ya”. Kata
Nabi: “Utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasinya”.

Mazhab Hanabilah memandang dain Allah dan dain al-ibad
sama-sama harus dilunasi, apabila harta peninggalannya
mencukupinya. Jika terjadi kekurangan, maka harus dibayarkan

secara seimbang menurut porsi harta yang ada. Pada dain al-‘ibdd,

dain ‘ainiyah didahulukan daripada dain mutlagah."

. Pelaksanaan Wasiat

Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak
kebendaannya kepada orang lain, yang berlakunya apabila yang
menyerahkannya itu meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan
ikhtiyarivah. Apabila seseorang meninggal dunia, semasa hidupnya
berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau
orang lain, wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi
oleh ahli warisnya.

Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum wasiat.
Menurut Abu Dawud dan Ulama Salaf, wasiat adalah perbuatah
wajib. '® Kalau misdlnya pewaris tidak berwasiat pada saat-saat

menjelang ajalnya, harta peninggalannya diambil maksimal 1/3 untuk

13 Fatchur Rahman,Op—cit, hal 49

1% Ibid, hal 52
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memenuhi wasiat, sebagai wasiat wajibah. Dasarnya surat al-

Baqarah, 2:180

/: ,“ )/;; ,.-’ \u.;‘;.“ i//’/’.z\ l‘{:::!/‘:.,é{
G Qe A RGN

Artinya: “Diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara
kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang
banyak, berwasiat untuk ibu-bapakmu dan karib kerabatnya secara
ma’ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertagwa.”

Imam Malik berpendapat apabila si mati tidak berwasiat,
hartanya tidak perlu diambil untuk keperluan wasiat. Ini karena
Malik tidak menganggap bahwa wasiat sebagai perbuatan wajib,
sementara Imam al-Syafi’i, menyatakan, meskipun si mati tidak
berwasiat, hartanya tetap dikurangi 1/3 untuk wasiat. **

Mayoritas Ulama berkesimpulan bahwa wasiat tidak
Sardu’ain. Karena itu, apabila si mati tidak berwasiat, tidak perlu
diambil hartanya untuk wasiat. Namun apabila si mati berwasiat,
maka wasiatnya itu wajib dilaksanakan.

Tentang besarnya wasiat maka dibatasi maksimal sepertiga

dari-harta yang ditinggalkannya dan tidak boleh diberikan kepada

ahli waris kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang lain.

7 3S. Al-Baqarah (2) : 180
'* Ibn Rusyd, Bidayat al-mujtahid, Juz 2, (Semarang: Usaha Keluarga, tt), hal.253.

Y Ibid
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Dasarnya riwayat dari Abu Umamah yang mengatakan :

) 1393\ \:,A.J:.,- WA PP\ NIAIE
” u)‘) /ii;é;é:ﬁk}zbfl; i‘I)\
(23 els))

Aku mendengar Rasulullah SAW, bersabda pada khutbah haji
wada’: “Sesungguhnya Allah telah memberi kepada yang telah
mempunyai hak akan hak-haknya, karena itu tidak sah wasiat kepada
ahli waris (yang menerima warisan)

Demikianlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris
sebelum harta peninggalan si mati dibagi kepada mereka yang berhak
menerimanya.

Uraian di atas di dalam rumusan Kompilasi dinyatakan dalam
pasal 175: H
(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah
selesai.

b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan,
perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih
piutang.

¢. Menyelesaikan wasiat pewaris,

v

d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

*® Al-Tirmidzi, Op-cit, hal 293

2! Idris Djakfar,Op-cit.hal. 145
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(2) Tanggungjawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban
pewaris hanmya terbatas pada jumlah atau nilai harta
peninggalannya.

Pernyataan ayat (2) pasal 175 tersebut sangat realistis, namun
hemat penulis ide tersebut cenderung bertentangan dengan isyarat
Rasulullah SAW, bahwa utang si mati jika tidak dipenuhi, atau
diambil alih oleh ahli warisnya, beliau tidak berhak mensalati. Agar
tidak “mengganggu” perjalanan si mati menuju hari perhitungan,
seyogyanya utang si mati jika ada, dipertanggungjawabkan oleh
keluarganya.

Jika demikian halnya, pendapat Ulama Hanafiyah kiranya
dapat dipedomani, yaitu memprioritaskan dain al-‘ibdd dan
menggugurkan dain Allah. Dalam tradisi masyarakat muslim, setelah
selesai pemakaman jenazah, biasanya diikuti dengan acara tahlilan
(membaca kaliniat—kalimat tayyibah) yang tujuannya untuk
mendoakan si mati. Tentu kegiatan semacam ini memerlukan biaya.
Pertanyaannya adalah, apakan biaya tersebut dapat diambilkan dari
harta peninggalan si mati ? Apabila ahli waris menyetujui, maka
biaya tersebut dapat diambil dari harta peninggalan si mati. Namun
apabila, ada ahli waris yang tidak menyetujuinya, maka biaya acara
tersebut ditanggung keluarga yang menyelenggarakan acara tersebut.

Ini dimaksudkan supaya tidak terjadi sengketa di antara ahli waris.”

2 Muslih Maruzi, Op-cit, hal. 18
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Namun pada umumnya, kegiatan semacam ini kelihatannya telah
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian tajhiz al-
janazeh. Dan ahli waris tidak menganggap sebagai persoalan yang
diperselisibkan. Karena selain sebagai tradisi, acara tersebut juga
bermanfaat untuk meningkatkan rasa keberagamaan, baik bagi
keluarga yang mengadakannya maupun masyarakat sekitar yang

dilibatkannya.

B. Penyebab dan Penghalang Kewarisan.

1. Penyebab Saling Mewarisi

Islam diturunkan untuk menyempurnakan ajaran kewarisan
sebelumnya, baik masa Jahiliyah maupun masa awal-awal Islam
diturunkan. Jika pada masa itu sebab-sebab mewarisi terdiri dari;
pertalian darah (al-qarabah), janji setia (al-hilf wa al-mu’aqadah),
dan pengangkatan anak (al-tabanni atau adopsi), maka pada awal
Islam, ketiga sebab tersebut masih tetap dijalankan, ditambah dengan
hijrah dan ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan
Anshor.

Ketika Isiam sempurna diturunkan, yang diteruskan hanyalah
yang pertama, sedang keempat lainnya ditiadakan. Dengan demikian

dapat dijelaskan bahwa sebab-sebab mewarisi dalam Islam adalah *
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a. Al-Qarabah (Hubungan Kekerabatan)
Al-Qarabah ataupun pertalian darah, yaitu semua ahli waris yang
ada pertalian darah, baik laki - laki, perempuan dan anak-anak
diberi hak untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya
kekerabatannya. > Bahkan bayi yang masih berada dalam
kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang sudah
dewasa.” Karena itu dapat dinyatakan, bahwa sistem
kekerabatan yang dipakai dalam hukum kewarisan Islam adalah
sisetem kekerabatan bilateral atau parental. 3 Artinya, penentuan
hubungan kerabat dihubungkan kepada garis ibu dan garis ayah.
Meskipun diakui, bahwa bagian wanita hanya separub dari
bagian laki-laki. Dengan melihat kondisi perempuan sebelumnya
yang diperlakukan diskriminatif, maka pembedaan nominal
bagian yang diterima perempuan, tidak mengurangi misi keadilan
yang dituju Islam itu sendiri. Hubungan kerabat versi Islam

dijelaskan dalam firman Allah : %
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3 Ahmad Rafiq,0Op-cit,hal 8
** Muslich Maruzi, Op-cit,hal. 77
¥ Hazairin,Op-ci hal .62

% (S. An-Nisa' (4): 7
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Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta
peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, dan bagian orang wanita
ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapaknya dan
kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah
ditetapkan.”

7 G OB AR s SNss

Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya

lebih berhak terhadap sesamanya di dalam Kitab Allah. 2

Perlu ditambah di sini, Islam tidak membedakan status hukum
seseorang dalam pewarisan dari segi kekuatan fisik, tetapi semata-
mata karena pertalian darah. Maka meskipun ahli waris masih
berada dalam kandungan, jika dinyatakan sebagai ahli waris, ia
berhak menerima bagian. Begitu juga karena ada sebab

perkawinan atau memerdekakan hamba.

b. Hubungan Perkawinan (al-musaharah)

Perkawinan yang sah, menyebabkan adanya hubungan
hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Yaitu perkawinan,
yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik secara agama maupun
administratif. Tentang syarat administratif ini, masih terdapat
perbedaan pendapat. -Ada ..y;mg menyebutnya semata-mata
pencatatan saja, tetapi ada sebagian pendapat yang menyebutnya

sebagai syarat yang apabila tidak dipenuhi berakibat tidak sah

7 QS. al-Anfal (8) : 75
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perkawinannya. Hukum perkawinan di Indonesia, memberikan
kelonggaran dalam hal ini. Yang menjadi ukuran sah atau
tidaknya perkawinan bukan administrasi, tetapi ketentuan agama.

Di sebagian negara-negara Muslim seperti Pakistan,
perkawinan yang tidak dicatat dapat dihukum penjara atau denda
atau bahkan dua-duanya. *® Yang perlu ditegaskan di sini,
pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk membuktikan
secara yuridis formal bahwa dua orang telah melakukan
perkawinan. Sehingga bisa diketabhui apakah hubungan
perkawinan itu masih berlaku, apabila ada salah satu meninggal
dunia. Begitu juga untuk membuktikan kekerabatan anak-anak
dari perkawinan itu. Sebab apabila tidak ada bukti-bukti tertulis,
bisa saja ahli waris yang jauh menyangkal bahwa perkawinan itu
tidak pernah ada, karena maksud ingin menguasai harta warisan
si mati. Tentu hal ini akan sangat merugikan pihak-pibak yang
sebenarnya lebih berhak mendapatkan warisan,

Termasuk di dalam status perkawinan adalah isteri-isteri
yang dicerai raj’i-cerai yang mana suami lebih berhak
merujuknya, yaitu cerai pertama dan kedua- selama dalam masa

tunggu  (‘idah). » Misalnya ada seorang laki-laki meninggal,

% Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, (Bombay: N.M. Tripathi
PVT, 1972), hlm. 258

» Tentang masa tunggu ada berbagai macam, tiga bulan bagi wanita bermenstruasi, atau
melahirkan bagi yang dicerai dalam keadaan hamil. Lebih lanjut lihat Ibn Rusyd, Bidaya! al-
Mujtahid, Juz 2, (Semarang: Usaha Keluarga, tt), him.66



meninggalkan isteri yang baru seminggu dicerainya, sementara
menstruasinya normal. Apabilaistridicerai pertama atau kedua
(raj’i), maka ia berhak menerima warisan, selama dalam masa
tunggunya. Argumentasinya adalah bahwa istri yang dicerai raj’i
selama dalam masa-masa tunggunya, sekiranya suaminya masih
hidup, suaminyalah yang paling berhak merujuknya.
Dasar hukum hubungan perkawinan sebagai sebab saling
mewarisi adalah firman Allah :
owsa:ssoﬁdsé BYCSEERR
CRptages Wb EE8EI O
SSRGS T
3 Mad o A s \u*assul 3o
‘ L“i’}

Artinya: “Dan  bagimu (suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai
anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyal anak, maka kamu
mendapat . seperempat darl harta yang ditinggalkannya sesudah
dipenuhi ‘wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar
utangnya. Para isteri memperoleh seperdelapan darl harta yang
kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau
(dan) sesudah dibayar utang-utangmu . . .

. Hubungan karena sebab al-wala’
Al-wala’, yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang
memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-

menolong. Untuk yang terakhir, agaknya jarang dilakukan

30 2S. al-Nisa’ (4) : 12
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bahkan malah tidak ada sama sekali. Adapun al-wala’ yang
pertama disebut dengan wala’ al-ataqah atau ‘usubah sababiyah
dan yang kedua disebut wala’ al-muwalah, yaitu wala’ yang
timbul akibat kesediaan seseorang tolong-menolong dengan yang
lain melalui suatu perjanjian perwalian.’' Orang yang
memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut maula dan
orang yang ditolong disebut dengan mawali.

Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya
adalah 1/6 dari harta peninggalan.’’ Jika kemudian ada
pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahaya,
jawabannya adalah bahwa hapusnya perbudakan merupakan
salah satu keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan
warisan kepada al-mu’tiq dan al-mu’tiqah salah satu tujuannya
adalah merangsang siapa saja yang mampu agar memerdekakan
hamba sahaya.

Dalam kompilasi sebab ketiga ini tidak dicantumkan,
karena dalam kehidupan sekarang ini — lebih-lebik di Indonesia -
perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya.

Karena itu sebab-sebab saling mewarisi menurut kompilasi

hukum Islam terdiri dari dua hal, pertama, karena hubungan

*! Fatchur Rahman, Op-cit, him.121. Lihat Abd al-* Azim Syaraf al-Din, Ahkam al-Miris
wa al-Wasiyat fi al-Syarj 'at al-Islamiyah, (Kairo: Dar al-Fikr al-Hadits, 1382/1962), him.6

2 1bid
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darah, dan kedua, karena hubungan perkawinan (ps. 174 ayat (1)
KHI).
2. Penghalang Saling Mewarisi
Halangan untuk menerima warisan atau disebut mawini’ul-irs
adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk
menerima warisan dari harta peninggalan al-muwaris. Adapun hal-
hal yang dapat menghalangi tersebut, yang disepakati Ulama ada tiga,
yaitu : a. Pembunuhan, b. Berlainan Agama, dan c. Perbudakan.
Yang tidak disepakati ulama adalah d. Berlainan Negara. **
a. Pembunuhan
Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap al-mawaris
menyebabkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang
diwarisinya. Demikian kesepakatan mayoritas (Jumhur) Ulama.
Golongan Khowarij - yang memisahkan diri dari Ali ibn Abi
Thalib dan Muawiyah — menentang pendapat ini. Alasan mereka
ayat-ayat al-Qur’an tidak mengecualikan si pembunuh. Ayat-ayat
mawaris hanya memberi petunjuk umum. Oleh karena itu
keumuman ayat-ayat tersebut harus diamalkan. 34
Dasar hukum yang melarang si pembunuh mewarisi harta

peniggalan si mati adalah sabda Rasulullah SAW di antaranya :

3 Ahmad Rafiq, Figh Mawaris, hal 24

3 Muhammad abd al-Rahim, al-Muhadarat fi al-Miras al-Mugqaran, Kairo: tt, him. 48
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Riwayat Ahmad dari lbn Abbas ;

é}k-/) 8¢ Iéﬁ‘-{)‘)&éﬂuﬁ*—’yﬂ%b

umdaw;méﬁjs’éﬁ\
“Rasulullah  SAW bersabda: “Barang siapa membunuh
seseorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun
korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri.
(Begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau
anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima
warisan”

. Riwayat al-Nasa’i :

“Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk
mewarisi”.

Persoalannya, mengingat banyak jenis dan macam
pembunuhan, yang manakah yang menghalangi si pembunuh
untuk mewarisi korban? Mayoritas Ulama berpendapat bahwa
semua jenis pembunuhan adalah menjadi penghalang
mewarisi, kecuali pembunuhan yang hak yang dibenarkan oleh
syari’at Islam. Seperti algojo yang melaksanakan hukuman

qisas, atau hukuman bunuh lainnya, *’

him. 84

35 Asy-Syaukaui, Nailul Authar, (Beirut: Darul Jahil, 1978), hal. 195

36 HR. al-Nasa’'i

" Abdl al-Qadir Audah, al-Tasyn’ al-Jira'l al Islamy, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tt,
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Persoalan lain yang muncul sehubungan dengan
masalah ini perlu kiranya dipertimbangkan. Banyak cara
ditempuh si pembunuh untuk merealisasikan niat jahatnya.
Seseorang bisa saja melakukan pembunuhan dengan
meminjam tangan orang lain, atan menggunakan racun
misalnya. Dalam kasus seperti ini, tentu tidak mudah
menentukan siapa pelaku pembunuhan itu. Oleh karena itu,
peran hakim dalam menentukan kebenaran materiil menjadi
tumpuan terakhir untuk menentukan jenis pembunuhan.
Apakah berakibat menjadi penghalang mewarisi atau tidak.

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam merumuskan, *
bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan
putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap, dihukum karena :

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh
atau menganiaya berat pada pewaris,

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan
pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu
kejahatan yang diancam dengan hukuman S tahun penjara
atau hukuman yang lebih berat.

Rumusan tersebut cukup lengkap dan dapat merangkum

kategori atau klasifikasi pembunuhan dalam terminologi figh

*% Lihat Kompilasi hukum Islam Ps. 173.
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seperti pembunuhan sengaja (al-‘amd). Adapun pada point b
merupakan pembaharuan hukum, yang apabila dilacak dasar-
dasarnya karena memfitnah adalah perbuatan yang resikonya
lebih berat daripada membunuh (Q.S. Al-Baqarah 2:191)
b. Berlainan Agama
Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi
adalah apabila antara ahli waris dan al-muwaris salah satunya
beragama Islam, yang lain bukan Islam. Demikian kesepakatan
mayoritas Ulama. Tidak termasuk dalam pengertian berbeda
agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab
Sunny dan lainnya Syi’ah. P
Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah SAW, riwayat
Imam Bukhari dan Muslim : ) iy
v L0 GENls L0 VA
QRSN U] LN T A Bt 1
Artinya: “Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan

orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam”.

Nabi SAW sendiri mempraktekkan pembagian warisan, di
mana perbedaan agama menjadi penghalang mewarisi. Ketika
paman beliau, Abu Thalib — orang yang cukup berjasa dalam
perjuangan Nabi SAW — meninggal sebelum masuk Islam, oleh

Nabi harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya

* Fatchur Rahman, Jlmu Waris, hal 96

% Asy-Syaukani, Op-cit, hal 192
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yang masih Kkafir, yaitu ‘Uqaila dan Talib. Sementara anak-
anaknya yang telah masuk Islam, Ali dan Ja’far, tidak diberi
bagian. 4

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi
pertimbangan apakah antara ahli waris dan muwaris berbeda
agama adalah pada saat muwarris meninggal. Karena pada saat
itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi misalnya ada seorang
muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki kafir,
kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski warisan belum
dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi peniggalan si mati.
Dan bukan saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman.
Demikian kesepakatan mayoritas Ulama.

Mayoritas Ulama mengajukan alasan apabila yang menjadi
ketentuan hak mewarisi adalah saat pembagian warisan, tentu
akan muncul perbedaan pendapat tentang mengawalkan atau
mengakhirkan pembagian warisan.

Pemahaman yang dapat diambil dari kasus pembagian
warisan Abu Thalib, adalah bahwa perbedaan agama yang sama-
sama bukan Islam tidak menjadi penghalang. Hakikatnya antara

agama-agama selain Islam adalah satu, yaitu agama yang sesat,

' Ahmad Rafiq, Figh Mawaris, hal. 29

2 Ibid
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Demikian pendapat Ulama-ulama Hanafi, Syafi’iyah dan Abu
Dawud al-Zahiry. *

Kompilasi tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan
agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang
mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris
beragama Islam pada saat meninggalkan pewaris (ps. 171 huruf
c). Untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam,
pasal 172 menyatakan :

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui
dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian,
sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum
dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Sedangkan identitas pewarisnya hanya dijelaskan dalam
ketentuan umum huruf b, yaitu orang yang pada saat
meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan
putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris
dan harta peninggalan (ps.171).

Yang dimaksud berbeda agama di sini adalah antara orang
Islam dan non Islam. Perbedaan agama yang bukan Islam -
misalnya antara orang Kristen dan budha - tidak termasuk dalam

pengertian ini.

3 Fatchur Rahman, hal 98
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Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah
karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status
formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas Ulama
sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan
karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. *

Firman Allah menunjukkan :

,’“L}z’) ,., B;L"-z‘ \ &7 \ - /.‘

Artinya: “Allah telah membuat perumpamaan (yakni) seorag
budak (hamba sahaya) yang dimiliki yang tidak dapat bertindak
terhadap suatu pun.”

Seorang hamba sahaya secara yuridis dipandang tidak
cakap melakukan perbuatan hukum. Hak-hak kebendaannya
berada pada tuannya. Oleh karena itu, hubungan kekerabatan
dengan saudara atau Kkeluarganya sendiri terputus. Ahmad
Muhammad al-Jurjawy mengemukakan bahwa budak itu tidak
dapat mewarisi harta peninggalan tuannya apabila tuannya
meninggal dunia. Karena budak itz sendiri statusnya sebagai

“harta” milik tuannya..Sebagai “harta” tentu tidak bisa memiliki,

“ Ahmad Rafiq, Hukum Islam . hal. 406

* Q8. Al-Nahl (16) : 75
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tetapi dimiliki, dan yang memiliki hanyalah yang berstatus
sebagai tuannya. *

Begitu pula apabila ia sebagai muwarris, tidak bisa
mewariskan hartanya sebelum ia merdeka. Misalnya ada seorang
budak mukatab yaitu budak yang berusaha membebaskan dirinya
sendiri dengan kesanggupan membayar angsuran sejumlah uang,
atau melalui pekerjaan, menurut perjanjian yang telah disepakati
antara ia dengan tuannya, meskipun statusnya sebagai budak
tidak penuh, tidak bisa mewarisi maupun mewariskan kekayaan
yang ditinggalkannya.

Kehadiran Islam dengan semangat egalitarianismenya,
menempatkan tindakan memerdekakan hamba sahaya, sebagai
perbuatan yang sangat mulia. Bahkan oleh Islam, memerdekakan
budak, dijadikan sebagai kafarat (sanksi hukum) bagi pelaku
kejahatan, misalnya membunuh dengan khilaf (QS. Al-Nisa’ 4:92).
Ini dimaksudkan agar tidak ada lagi perbudakan di muka bumi
ini.

Kompilasi tidak membicarakan masalah ini, tentu saja
karena perbudakan tidak dikenal dalam sistem hukum dan milai-
nilai hukum yang ada di Indonesia.

Hal lain yang tidak dibicarakan dalam kompilasi,

sementara dalam kitab-kitab figh dibahas yaitu perbedaan negara.

% Ahmad Rafiq, Hukum Islam . . . hal : 406
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Namun hemat penulis, yang keempat ini selain para ulama
berbeda pendapat, dalam konteks globalisasi sekarang ini,
berlainan negara tidak menjadi halangan dalam pembagian
warisan. Yang terpenting dalam ketiga hal tersebut ada atau
tidak. Jika ketiga halangan tersebut, atan salah satunya terjadi,
maka ahli waris tidak berhak mewarisi harta peninggalan
warisannya, yaitu adanya pembunuhan, berbeda agama, dan
perbudakan. Meskipun sekali lagi, yang terakhir ini, sudah tidak

ada lagi.

C. Ahli Waris dan Bagian Penerimaannya
Kata ahli waris yang secara bahasa berarti keluarga — tidak
otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan saudaranya yang
meninggal dunia. Ada dua macam ahli waris , yaitu: 7
1. Ahli Waris Nasabiyah, karena hubungan darah
2. Ahli Waris Sababiyah, timbul karena :
- Perkawinan yang sah (al-musaharah)
- Memerdekakan hamba sahaya (al-wala’) atau karena perjanjian
tolong menolong.
Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, dapat

dibedakan kepada :*

*" Ahmad Rafiq, Figh Mawaris, hal.49

** Menurut Ajaran Kewarisan Bilateral (Hazairin), ahli waris digolongkan menjadi tiga
macam (1) Dzul Faraidh ialah ah!i waris yang mendapat warisan tertentu dalam keadaan tertentu
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a. Ahli waris ashab al-furud, yaita ahli waris yang menerima
bagian yang telah ditentukan besar kecilnya, seperi ¥z, 1/3 atau
1/6, yang terdiri dari :

1. Anak perempuan menerima bagian :
a) Y bila hanya seorang
b) 2/3 bila dua orang atau lebih
¢) sisa, bersama-sama anak laki-laki, dengan ketentuan ia
menerima separuh bagian anak laki-laki.”’
2. Ayah, menerima bagian :
a) sisa, bila tidak ada far’uv waris (anak atau cucu)
b) 1/6 bila bersama anak laki-laki (dan atau anak
perempuan).
¢) 1/6 tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja
d) 2/3 sisa dalam masalah garrawain (ahli warisnya terdiri
dari: suami/isteri, ibu dan ayah),>
3. Ibu, menerima bagian :
a) 1/6 bila ada anak atau dua saudara lebih
b) 1/3 bila tidak ada anak atau saudara dua lebih, dan

atau bersama satu orang saudara saja.

(2) Dzul Qarabat ialah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya
(sisa) (3) Mawali ialah ahli waris pengganti. Selanjutnya lihat Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan
Isiam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 72-82.

9. QS . An-Nisa (4) : 11

0 1bid
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c¢) 1/3 sisa dalam masalah garrawain. St

. Saudara Perempuan seibu, menerima bagian: 52

a) 1/6 satu crang tidak bersama anak dan ayah

b) 1/3 dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah
Saudara-saudara seibu, baik laki-laki maupun
perempuan

c¢) terhijab oleh anak (laki-laki maupun perempuan) dan

ayah

. Saudara perempuan sekandung, menerima 2

a) 1/2 satu orang, tidak ada anak dan ayah

b) 2/3 dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah

c) sisa, bersama saudara laki-laki sekandung, dengan
ketentuan ia menerima separuh bagian saudara laki-
laki (“asabah bil gair),

d) sisa, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-

laki (‘asabah ma’al gair).

. Saudara perempuan seayah, menerima bagian:

a) 1/2 satu orang, tidak ada anak dan ayah
b) 2/3 dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah

¢) sisa, bersama saudara laki-laki seayah

 Ibid

52 Lihat Surat Al-Nisa’, 4: 12

3 Ibid
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d) 1/6 bersama satu saudara perempuan sekandung,
sebagai pelengkap 2/3 (sulusain)

e) sisa, (‘asabah ma’al gair) karena ada anak atau cucu
perempuan garis laki-laki. 54

Hadls nwayat al-Bukhari

Vs ia.ﬂ.mw,uﬁ-;wg;

v/
Ak s “ )
K Ak
U""u N oA
Nabi SAW, menmtuskan bagian warisan untuk anak
perempuan setengah, cucu perempuan garis laki-laki

seperenam penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk
saudara perempuan (sekandung atau seayah).

53 0} /7

7. Kakek dari garis ayah ¢

a) 1/6 bila bersama anak atau cucu

b) sisa, tidak ada anak atau cucu

¢) 1/6 +sisa, hanya bersama anak atau cucu perempuan

d) 1/3 / mugasamah dalam keadaan bersama saudara-
saudara sekandung atau seayah, memilih yang
menguntungkan.

e) 1/6 / 1/3 x sisa/muqgasamah sisa bersama saudara-
saudara sekandung/seayah dan ahli waris lain, dengan

ketentuan memilih yang menguntungkan.

* Lihat Surat al-Niasa’ (4) : 176
%% Al-Bukhariy, Op-cit, hal 188
*® Prinsipnya dianalogikan kepada ayah, kecuali dalam keadaan bersama-sama saudara-

saudara sekandung atau seayah, ada perbedaan pendapat. Lihat Fatchur Rahman, /imu Waris,
hal 271-273
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8. Nenek, menerima bagian : 1/6 baik seorang atau lebih ¥
9. Cucu perempuan garis laki-laki menerima bagian :
a) 1/2 satu orang tidak ada mu’assib (penyebab menerima
sisa)
b) 2/3 dua orang atau lebih
¢) 1/6 bersama satu anak perempuan (penyempurna 2/3)
d) sisa (‘asabah bil gair) bersama cucu laki-laki garis laki-
laki.
10. Suami, menerima :
a) 1/2 bila tidak ada anak atau cucu

b) 1/4 bila ada anak atau cucu

11. Isteri, menerima bagian:*®
a) 1/4 bila tidak ada anak atau cucu

b) 1/8 bila ada anak atau cucu

b. Ahli waris ‘asabah, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa
setelah harta dibagikan kepada ahli waris ashab al-furud.
Ahli waris ‘asabah dibedakan menjadi tiga macam : ¥

1. ‘Asabah bi nafsih yaitu bagian sisa yang diterima karena

status dirinya, seperti : anak laki-laki, cucu laki-laki garis

*7 Ibid, hal. .248
% Lihat Q.S. al-Nisa’ (4) : 12

% Achmad Kuzari, Sistem Asabah dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal 92.
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laki-laki, atau saudara laki-laki sekandung. Prinsip
penerimaan ahli waris ashab al-‘usubah ini berdasarkan
kedekatan kekerabatannya. Mana yang paling dekat
kekerabatannya, maka dia yang berhak menerima bagian
sisa setelah diambil ahli warisnya.

2. ‘Asabah bi al-gair, yaitu bagian sisa yang diterima oleh ahli
waris karena bersamaan dengan ahli waris lain yang telah
menerima sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia
kembali menerima bagian tertentu semula. Dalam
penerimaan ‘asabah bi al-gair ini berlaku ketentuan laki-

laki menerima dua kali bagian perempuan, Dasarnya :

EESEN I N ERE

“Allah telah menetapkan bagian warisan anak-anakmu

&0

untuk seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak

perempuan “.
BANRE S IST~ 1"

 Qs. Al-Nisa' (4) : 11
61 Qs. Al-Nisa’ (4) : 176
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Jika mereka beberapa orang saudara laki-laki dan

perempuan, maka untuk seorang laki-laki sebanyak bagian

dua orang perempuan

Ahli waris yang menerima bagian ‘asabah bil gair adalah

sebagai berikut : ¢

a) Anak perempuan bersama anak laki-laki

b) Cucu perempuan garis laki-laki bersama cucu laki-laki
garis laki-laki

¢) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-
laki sekandung

d) Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki
seayah.

3. ‘Asabah ma’a al-gair, yaitu bagian sisa diterima ahli waris
karena bersama dengan ahli waris lain yang tidak
menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tersebut
tidak ada, maka ia kembali menerima bagian tertentu
seperti semula. Abli warisnya terdiri dari : saudara
ﬁerempuan sekandung baik satu atau lebih, ketika
bersama-sama anak atau cucu perempuan, dan saudara
perempuan seayah (satu atau lebih) ketika bersama-sama

anak atau cucu perempuan,

¢ Fatchur Rahman, Op-cit. Hal. 345



Dasarnya :

J"ZLJ /:L;J\uxﬂ ‘.ALpd\«J‘
w' MBS BRI 245

Nabi Muhammad SAW. Memutuskan bagian anak
perempuan setengah, cucu perempuan garis laki-laki
seperenam, dan sisanya untuk saudara perempuan.

//

Juga tindakan Mu’az ibn Jabal yang diperkenalkan oleh
Rasulullah SAW.,

I; l/// /4/# /(./ vy L;:;/
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Mu’az ibn Jabal membagi warisan kepada saudara
perempuan dan anak perempuan. Masing-masing keduanya
menerima bagian setengah, ia berada di Yaman, dan Nabi
Allah SAW. Waktu itu masih hidup.
¢. Ahli Waris Zawi al-arham yaitu ahli waris — karena hubungan
darah - tetapi menurut ketentuan al-Qur’an tidak berhak
menerima warisan.

Dalam menyelesaikan pembagian warisan kepada zawi al

Arham dikenal ada tiga mazhab, yaitu :

1. Mazhab Ahl al-Qarabah

5 Al-Bukhariy, Op-cit.

4 Al-Syaukaniy, Op-cit, juz V, hal. 2056
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Mazhab ini dikembangkan Fuqaha’ Hanafiah dan sebagian

mazhab Syafi’iyah seperti al-Baqawy dan al-Mutawally.

Mulanya adalah ijtihad *‘Ali ibn Abi Thalib. Dalam hal ini

mereka mengelompokkan ahli waris, seperti dalam

pemﬁagian asabah, yaitu : %

a. Kelompok Bunuwwah (anak-anak, cucu-cucu dan
seterusnya ke bawah),

b. Kelompok Ubuwwah (kakek dari ibu, nenek dari kakek,
dan seterusnya ke atas),

¢. Kelompok Ukhuwwah (anak-anak saudara atau
kemenakan)

d. Kelompok Umumah (paman, bibi, dan anak turunnya).
Dalam prinsip ini, selama kelompok bunuwwah — atau

yang terdekat — ada, maka kelompok lainnya tidak dapat

menerima warisan. Begitu juga jika kelompok bunuwwah

tidak ada, maka yang menerima adalah kelompok

bunuwwah. Demikian seterusnya.

8 Lihat Fatchur Rahman, Op-cit, 358-359
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2. Mazhab Ahl al-Tanzil

Mazhab ini dibangun oleh Imam Malik, Syafi’i dan
Ahmad ibn Hanbal. Cara yang ditempuh dalam
memberikan bagian warisan kepada ahli waris zawu al-
Arham adalah menempatkan mereka pada kedudukan ahli
waris yang menghubungkan mereka kepada si mati.
Selanjutnya, setelah kedudukan mereka diturunkan satu
persatu, berlaku prinsip pembagian warisan model ashab
al-furud. %

Dasar hukum yang dipedomani para Ulama di atas,
adalah asar riwayat Ibrahim al-Nakha’i dari °‘Ali ibn

Abdillah. ¢’ Sebagai berikut :

2125 /.(‘/' 18,7 /
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Artinya: “Sesungguhnya harta peninggalan dibagi tiga, dua
pertiga untuk ‘ammah (saudara perempuan ayah) dan
sepertiga untuk khalah (saudara perempuan ibu)”.

Dalam pembagian di atas, ‘ammah menempati

kedudukan bapak, menerima bagian sisa. ~Klmlah

66 Husanain Muhammad Makhluf, A/l-Mawarits Fi al-Syari'at al-lalamiyyah, (Kairo:
Lajnah al-Bayyan al-Araby, 1985), hal. 133,

57 Muhammad Yusuf Musa, Ar-Tirkah Wal Mjras Fil-Isiam, (Kairo: Darul Ma’rifah, tt ),
hal. 286.



menempati kedudukan ibu, memperoleh bagian 1/3. Lebih
lanjut Muhammad Yusuf Musa mengemukakan riwayat

68
dari *Ali ibn Abi Talib :
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“Beliau menempatkan cucu perempuan garis perempuan
pada kedudukan anak perempuan, anak perempuan saudara
laki-laki pada kedudukan saudara laki-laki, anak perempuan
saudara perempuan pada kedudukan saudara perempuan,
dan saudara perempuan bapak (‘ammah) pada kedudukan
ayah, saudara perempuan ibu (khalah) pada kedudukan
ibu”,

Pertimbangan yang diambil mazhab ahl al-tanzil
adalah mengambil cara yang mirip dengan ketentuan
warisan dalam ayat al-Qur’an, melalui cara menurunkan
kedudukan ahli waris zawu al-Arham. Jadi tidak semata-
mata berpegang kepada pemikiran nalar semata.

Apabila diperhatikan lebih jauh prinsip yang
dikembangkan mazhab ahl al-tanzil ini, mirip sekali dengan
cara pembagian warisan menurut versi ashab al-furud.
Pelaksanaannya, tentu tergantung pada keadaan ahli waris.
Cara ini cukup praktis dan mudah dilaksanakan.

Hubungan “jauh dekatnya kekerabatan tetap menonjol, di

dalam perolehan hak-hak waris mereka.

% Ibid hal 287
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3. Mazhab Ahl al-Rahim

Tokoh mazhab ini adalah Hasan ibn Muyassar dan
Nuh ibn Zirah. ® Menurut penelitian Fatchur Rahman,
mazhab ini tidak berkembang. Karena bagaimanapun juga,
pendapat ini tidak mudah diterima. Prinsipnya, semua ahli
waris zawi al-arham mempunyai hak yang sama, tanpa

membedakan dari kelompok mana mereka berasal. 7"
Mazhab ini menolak pendapat yang memper
timbangkan jauh dekatnya kekerabatan. Kata mereka,
pemahaman demikian tidak tepat. Karena al-Qur’an tidak
menentukan bagi mereka. Keumuman ayat 75 surat al-
Anfal menunjukkan bahwa setiap ahli waris yang tercakup
dalam pengertian al-arham berhak mendapatkan warisan.
" Jadi apabila ahli waris terdiri dari: cucu perempuan
garis perempuan, kakek dari ibu, saudara perempuan ibu,
dan anak perempuan, kakek dari ibu, saudara perempuan
ibu, dan anak perempuan saudara perempuan, maka
bagian cucu perempuan garis perempuan %, kakek dari ibu
Y4, saudara perempuan ibu ', dan anak perempuan

saudara perempuan Y.

 Jbid, hal 283

™ Muhammad Ali as.Shabumi, Al-Mawarits Fis-Syari ‘atil Islamiyyah ‘ala Dianil Kitabi
Was-Sunnafi, (Makkah: ‘ Alam al-Kutub, 1979), hai.201

™ Fatchur Rahman, Op-cit, hal 385



BAB IV
NILAI EKONOMI DALAM HUKUM

KEWARISAN ISLAM

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang
pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,I menentukan
siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-
masing (pasal 171 huruf a - KHI).

Hukum Kkewarisan Islam telah menimbulkan revolusi diam-diam
dalam seluruh filsafat perﬁbagian kekayaan, serta memperkenalkan teknik
baru, yang tidak terdengar sebelumnya.' Islam telah menegakkan sebuah
sistem warisan unik yang direkayasa untuk mampu menciptakan distribusi
kekayaan yang lebih merata. Hukum warisan telah ditentukan oleh syari’ah
berdasarkan tujuan-tujuan sosio ekonominya.’

Ketentuan hukum waris Islam sebagai salah satu nilai instrumental
ckonomi Islam, tentunya tidak bisa terlepas dari ketiga nilai dasar sistem
ekonomi Islam yaitu (1) kebebasan yang terbatas mengenai harta kekayaan
dan sumber-sumber produksi (2) keseimbangan dan (3) keadilan,’ selain itu

juga memperkenalkan tentang péran serta perempuan dalam ekonomi.

"M.A. Mannan, Op-cit, hal. 134
M. Umer Chapra, Op-cit, hal. 275

* AM. Saefuddin, Op-Cit, hal. 65

77
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Sejauh mana hukum waris Islam mengandung nilai-nilai dasar sistem

ekonomi Islam, maka penulis akan mencoba menganalisanya lebih lanjut.

A. Nilai Kebebasan yang Terbatas Mengenai Harta Kekayaan dalam

Hukum Waris Islam

Kehendak bebas merupakan kontribusi Islam yang paling orisinal
dalam Filsafat sosial tentang konsep manusia “bebas”. Hanya Tuhan
yang bebas, namun dalam batas-batas skema penciptaan-Nya manusia
juga secara relatif mempunyai kebebasan.*

Manusia sebagai kholifah di muka bumi sampai batas-batas
tertentu mempunyai kebebasan untuk mengendalikan kehidupannya
sendiri. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia dituntun oleh
hukum yang diciptakan Allah SWT , ia diberi kemampuan untuk berfikir
dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia
inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan
apapun yang ia pilih. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam
ekonomi, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu

perjanjian, termasuk menepati dan mengingkarinya. Tidak seperti

4 Syed Nawab Haedir Naqvi, Etika dan llmu Ekonomi Suatu Sistesis Islam, alih bahasa,
Husin Anis, (Bandung: Mizan, 1993). Hal. 82-83. Bersikap relatif sama sekali tidak mengurang:
kualitas kebebasan manusia. Seperti dijelaskan Schoun, “Tuhanpun memiliki kebebasan absolut;
tetapi kebebasan manusia, walaupun relatif dalam pengertian bahwa kebebasan itu secara relatif
absolut, adalah tak lain dari kebebasan juga sebagaimana suatu cahaya yang suram adalah
merupakan cahaya pula.
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halnya ciptaan Allah SWT yang lain dialam semesta ini, ia dapat memilih

perilaku etis ataupun tidak etis yang akan ia jalankan.

S A abs AER ST GRS

Artinya : “Dan katakanlah; kebenaran itu datang dari Tuhanmu,

5

maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah la beriman, dan barang

siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir”.

Sekali ia memilih untuk menjadi seorang muslim, ia harus tunduk
kepada Allah SWT dan berperilaku berdasarkan aturan-aturan yang
telah ditetapkan Allah SWT demi kehidupan pribadi maupun sosialnya.
Seorang muslim yang telah menyerahkan kehidupannya pada kehendak
Allah SWT, akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya.

;bd a1 ol Taiol u:fud\ Lpb
Artinya : “Hal orang-orang yang beriman, penuhilah janji-

Janjimu”.

Menurut Yusuf Ali seperti dikutip Rafiq kata Uqud merupakan
konsep yang multidimensional. Konsep ini meliputi; (a) Kewajiban Ilahi
yang muncul dari kodrat spiritual dan hubunganv kita dengan Allah

SWT, (b) Kewajiban Sosial, (c) Kewajiban politik seperti perjanjian (d)

5 Q.S. Al-Kahfi (18) : 29

® Q.S. Al-Maidah (5) : 1
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Kewajiban bisnis seperti kontrak-kentrak kerjasama dan kontrak
kepegawaian.7

Sistem kewarisan Islam dengan segala permasalaban yang
berhubungan dengannya, merupakan salah satu bentuk “agad”, yang
merupakan salah satu cara untuk mengalihkan hak-hak kepemilikan
harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya, mengandung
nilai-nilai kebebasan baik para pewaris maupun ahli warisnya, dengan
tetap harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, kesatuan dan
pertanggungjawabannya.

Nilai-nilai kebebasan dalam sistem kewarisan Islam antara lain
dapat dilihat dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya hak (suruhan) seorang yang dekat akan kematian dan
meninggalkan harta untuk berwasiat bagi orang tua dan karib
kerabatnya. Wasiat merupakan pemberian hak kepada seseorang
yang digantungkan berlakunya setelah mati atau meninggalnya si
pemberi wasiat, baik yang diwasiatkan itu berupa benda atau
manfaatnya.’ Dalam al-Qur’an ketentuan ayat ini terdapat pada
surat al-Bagqarah (2) ayat (180): i .

. . o <
Boesl B AT 30 SCBHEE
9 - & > .
SEIA AR R MG WIS

7 Rafik Issa Beekun, Op.cit, hal.25

® K.H. Ibrahim Hoesein, Problematika Wasiat menurut Pandangan Islam, (Jakarta: FH
UL, 1985), hal. 1

® Q.S Al-Bagarah (2) : 180
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Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang
banyak untuk berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabatnya secara
ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertagwa”.
Berdasarkan ayat di atas orang yang akan meninggal dunia
mempunyai kemerdekaan untuk melaksanakan wasiat terhadap harta
yang akan ditinggalkannya.'” Pemberi wasiat adalah mereka yang
mempunyai hak menjadi pewaris. Syarat seorang pemberi wasiat,
disamping dia berakal, merdeka, tidak dipaksa,' juga ia mempunyai
hak milik yang sah."?

Harta yang akan diwasiatkan, batas maksimalnya adalah sepertiga
dari keseluruhan harta."’ Selain itu bertolak dari surat al-Bagarah

ayat 180 di atas, mufassir memberikan dua pengertian yang berbeda.

Pertama, wasiat hanya boleh diberikan kepada kerabat yang bukan

'® Mengenai hukum wasiat para ulama berpendapat (1) Ibn Hazm mengatakan bahwa
wasiat itu bukumnya fardu ‘ain (2), Abu Dawud dan Ulama Salaf, menyatakan bahwa wasiat itu
hukumnya “wajib” kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat yang karena satu atau beberapa
sebab tak dapat mempusakai (3) Jumhur Fuqaha, berpendapat bahwa wasiat hukumnya tidak
wajib. Lihat Fatchur Rahman, Op-cit hal. 52-57

" Umar Shihab, Hukum Kewarisan Islam dan pelaksanaannya di Wajo (Disertasi),
(Ujung Pandang, Pasca Sarjana UNHAS, 1988), hal 130

2 1bn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, wa Mikayah al-mugtashid, II, (al-Bab al-Halaby), tt,
hal.325.

> Abu Bakar pernah mewasiatkan hartanya seperlima sedangkan Umar seperempat.
Dalam sebuah hadits, Nabi pernah bersabda bahwa berwasiat sepertiga sudah cukup banyak. Lihat
al-Bukhary, Shahih al-Bukhary, VIL, (Kairo: Dar al-Syabiy, tt), hal.178 dan al-Maraghiy, Tafsir
al-Maraghiy 1V, (Mesir, Mustafa al-Bab al-Halaby. 1974).
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ahli waris, kecuali ahli waris yang lain menyetujuinya sesuai hadits

Nabi ;"
I N PIAVED R LA T ’
(30 KL T2 s

“Tidak ada hak menerima wasiat bagi ahli waris yang menerima
warisan kecuali apabila ahli waris yang lain membolehkannya. (Riwayat
al-Daruqutniy).

Kedua, wasiat kepada ahli waris adalah boleh dengan pertimbangan
bahwa ahli waris tersebut miskin. Atau mungkin ahli waris tersebut
masuk Islam lalu wafat, sedang orang tuanya tetap kafir, maka ia
berhak memberikan wasiat kepada keduanya agar hati mereka
lunak.”> Pembatasan ini tentunya mengandung maksud bahwa
biarpun si pemberi wasiat punya hak untuk berwasiat tetapi tidak
boleh sekehendaknya sendiri, sehingga terhindar dari ketidakadilan
dalam pembagian harta warisan. Ini juga dimaksudkan agar hak-hak
ahli waris tidak terkurangi, sehingga mengakibatkan kehidupan

mereka teriantar.

Y Menurut M.Quraisy Shihab, hadis tersebut yang oleh sementara ahli dinyatakan
menasakh aurah al-Baqarah. 180, ternyata setelah diteliti keseluruhan teksnya, justru hadits tersebut

menyatakan bahwa yang menasakh adalah ayat waris, bukan hadits Nabi yang bersifat ahad
itu. Lihat Quraisy Shihab, Membumikan al-Qur ‘an, Op-cit, hal. 149,

Y Al-Maraghiy, Tafsir al-Maraghiy, juz v, Op-cit, hal.80
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2. Diperbolehkannya Hibah

Hibah adalah pemil_ikan suatu benda melalui transaksi (akad)
tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika
pemberi masih hidup.'® Dalam rumusan kompilasi, hibah adalah
pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpé imbalan dari
seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (ps.171
huruf 9 KHD),

Mencermati pengertian di atas dapat ditarik suatu
pemahaman bahwa hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang
memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada
pemaksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilakukan oleh orang
tua terhadap anaknya, juga kepada kerabat lain yang masih termasuk

. - 17
ahli waris.

Hibah merupakan salah satu bentuk kebebasan
seseorang untuk mengalihkan Harta benda yang dimilikinya terhadap
orang lain. Namun demikian apabila hibah tersebut dihubungkan
dengan masalah warisan maka timbullah beberapa ketentuan yang
membatasi kebebasan seseorang atas penguasaan harta miliknya.
Hibah yang diberikan pada orang lain atau suatu badan,

mayoritas ulama sepakat tidak adanya batasan. Namun apabila hibah

itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah (orang tua terhadap

" Ahmad Rafiq, Hikum Islam di Indonesia, hal 466.

"7 Ibid, hal. 472
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anak-anaknya), hendaklah dilakukan secara adil dan berimbang.

Riwayat dari al-Nu’man ibn Basyiir berkata ;

KIEB85 BT a4t 56 s R s
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Artinya : “Aku datang bersamanya kepada Rasulullah SAW dan
mengatakan: "Aku telah memberi anakku ini seorang bocah yang ada
padaku”. Rasulullah SAW bertanya: “Apakah kepada seluruh anak-
anakmu kamu memberinya seperti ini? Ia jawab: “Tidak”. Rasulullah
SAW bersabda lagi: “Tariklah kembali darinya”.

Mayoritas ulama menetapkan bahwa orang yang
menghibahkan dalam keadaan sakit, maka hibah yang diberikan
paling banyak sepertiga hartanya.”

Riwayat Imran Ibn Husain menjelaskan tindakan Nabi SAW ¢

Aj[,_g””'”b _u.u,\’a\,ﬂ \@JS\
s “ //// SILR //-// '
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Ketika (Imran ibn Husain) memerdekakan seorang hamba dalam saat
menjelang kematiannya, maka Rasulullah SAW memerintahkan
(agar dimerdekakan 1/3 nya saja). Maka ia memerdekakan
sepertiganya saja, dan menetapkan sebagai hamba yang lainnya.

Hadis ini memang kontroversial. Mayoritas ulama

menetapkan hadis tersebut sebagai dasar hibah. Karena itu jika

" Muslim , Sahih Mustim juz 2, (Dar lhya’ al-Kutub al-Arabiyah, tt ), hal.8

" {bn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid juz 2, (Semarang: Usaha Keluarga, t), hal.245.



orang vang menghibahkan dalam keadaan sakit, maka hibah yang
diberikan paling banyak 1/3 hartanya.

Dalam kompilasi pasal 213 dijelaskan bahwa, “Hibah yang
diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat
dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dart ahli
warisnya .

Di sini jelas bahwa kebebasan seseorang yang menghibahkan
harta yang dimilikinya, ternyata juga dibatasi maksimal 1/3 dari
harta miliknya dan dilakukan secara musyawarah dan atas
persetujuan anak-anak yang ada. Ini penting, agar tidak terjadi
tindakan berat sebelah yang dapat merugikan orang lain dan dapat

menghindarkan terjadinya perpecahan keluarga.

Diperbolehkannya ahli waris untuk mengadakan pendamaian.
(Takharruj).

Pasal 183 KHI menjelaskan bahwa pembagian warisan dapat
diselesaikan dengan cara damai setelah masing-masing ahli waris
menyadari bagiannya. Pasal 183 itu berbunyi :”Para ahli waris dapat
bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan,
setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Kelihatannya pasal tersebut menampung kebiasaan dalam
masyarakat yang sering membagi warisan atas dasar perdamaian.

Boleh jadi praktek semacam ini, banyak dilakukan sebagian
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masyarakat, yang lebih mengutamakan kerukunan keluarga sebagai
suatu yang diutamakan.

Teknis pelaksanaannya dapat dibagi menurut Kketentuan
hukum kewarisan terlebih dahulu, setelah itu di antara mereka
berdamai, dan membagi harta warisan tersebut berdasarkan
keperluan atau kondisi masing-masing ahli waris.”’ Perdamaian ini

21
tampaknya sesuai dengan kata Umar bin Al-Khattab :

/"7 -" / S A <
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Artinya : “Kembalikan putusan itu diantara sanak keluarga, sehingga

mereka membuat perdamaian, karena sesungguhnya putusan pengadilan

itu menyakitkan hati (penderitaan)

Perdamaian dalam masalah waris dapat berupa perjanjian bahwa
apabila ia sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu, ia berjanji
tidak akan meminta bagian warisan kelak jika si pemberi hibah
meninggal. Perjanjian semacam ini disebut dengan pengunduran diri
(takharruj). Syalabi mendefinisikan: “ Takharruj adalah perjanjian atau
perdamaian para ahli waris untuk mengeluarkan atau mengundurkan

sebagiannya dari pewarisan dengan suatu imbalan tertentu dari harta

% Ahmad Rafiq, Op-cif,hal 416

' Muhammad Salam Mazkur, al—Qad&-l"f-al-l‘S‘.’Jm, (Beirut: Dar al-Nahdah, tt ), hal. 50



peninggalan atau dari yang lainnya, baik perjanjian tersebut dari seluruh
ahli waris lainnya maupun dari sebahagian mereka.”

Takharruj merupakan kesepakatan para ahli waris tentang
pengunduran salah seorang atau beberapa orang di antara mereka dari
penerimaan warisan setelah menerima prestasi atau imbalan dari salah
seorang atau beberapa orang ahli waris lainnya, baik imbalan tersebut
berasal dari harta perseorangan maupun dari harta peninggalan sendiri.

Riwayat dari Ibn Abbas menyebutkan.
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Artinya : “ Abdurrahman bin Auf di saat sekarainya mentalak
istrinya bernama Tumadir bin al-Asbag al-Kalbiyah. Setelah meninggal
dunia dan istringa dalam masa iddah, Usman r.a. membagikan warisan
kepadanya beserta tiga istrinya yang lain. Kemudian mereka mengadakan
perdamaian dengannya yakni, sepertiga puluh duanya, dengan pembayaran
delapan puluh tiga ribu, dikatakan oleh satu riwayat “dinar” dan riwayat
lain “dirham”.

(..

Ketiga hal  tersebut di atas (wasiat, hibah dan
perdamaian/Takharruj ) memberikan peluang/kesempatan kepada
pewaris maupun ahli waris untuk bertindak bebas dalam hal pengalihan

harta miliknya, yang ketiga-tiganya sangat erat hubungannya dengan

22 Syalabi Muhammad, Mustafa, Ahkam al-Mirdts baina al Figh wa al-Qanun, (Beirut.
Dar al-Nahdah al-Arabiyah, (978). Hal.366.

* Muhammad Yusuf Musa, Op-cif, hal. 375
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harta warisan, namun demikian kebebasan dalam wasiat, hibah dan
perdamaian harus memperhatikan batasan-batasan yang telah
ditentukan oleh hukum Islam.

Wasiat pada dasarnya merupakan suatu tindakan ihtiyariyah
yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri
dalam keadaan bagaimanapun juga. Dengan jalan wasiat Islam
memberikan kebebasan kepada seecorang untuk bertindak atas harta
yang dimilikinya, untuk diberikan kepada badan atau perorangan, dan
secara hukum dapat dipandang sebagai cakap untuk memiliki suatu hak
atau benda.

Namun demikian kebebasan dalam wasiat bukanlah merupakan
kebebasan yang tak terbatas. Kebebasan dalam wasiat harus tetap
memperhatikan tuntutan keadilan dan kesatuan, dan manusia harus

mem pertanggungjawabkan tindakannya.™

Pembatasan dari sisi orang berwasiat, Kompilasi Hukum Islam
pasal 194 membatasi, “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya
21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan
sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga”.25 Pasal 194
KHI tersebut menegaskan bahwa batasan minimal orang yang boleh

berwasiat adalah orang yang benar-benar telah dewasa secara undang-

¥ Rafik Issa Beekun, Op-cif, hal.25

** Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batas usia, Imam Malik menyatakan
wasiat orang Safth dan anak-anak hukumnya syah. Imam Hanafi berpendapat wasiat anak yang
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undang. Hal ini wajar, karena umumnya anak-anak di Indonesia, pada
usia dibawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak
kepemilikan karena masih menjadi tanggungan orang tuanya, kecuali

apabila sudah dikawinkan.

Para ulama sepakat bahwa orang-orang atau badan yang
menerima wasiat adalah bukan ahli waris, dan secara hukum dapat
dipandang sebagai cakap untuk memiliki suatu hak atau benda,’ ini

sejalan dengan Kompilasi pasal 171 huruf f, pasal 194 ayat (1) di atas.

Pembatasan juga terjadi dalam hal jumlah harta yang dapat
diwasiatkan, yaitu maksimal sepertiga (1/3) dari harta warisan kecuali

. . . . .. 27
apabila semua ahli waris yang lain menyetujuinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dikenal adanya Wasiat
Wajibah yang merupakan terobosan kompilasi tentang keberadaan anak
angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Tampaknya
nilai-nilai adat (urf), kemanusiaan dan keadilan melatarbelakangi
berlakunya konstruksi ini dalam kompilasi. Berdasarkan konstruksi

hukum Wasiat Wajibah terwujud suatu sistem lembaga timbal balik

belum baligh hukumnya tidak syah Lihat lbn Qudamah, a/-Mughni, {Kairo: Dar-al Manar,
{367H). hal 100

* Al-Jaziry, Abd al-Rahman, Kitab of Figh ‘ala Mazihib al-arba 'ah, juz 1V (Maktabah
al-Tijarivah a! Kubro), tt, hal. 321

7 pasal 195 KHI.
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antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sebagaimana

dirumuskan dalam pasal 209 kompilasi :

1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai
dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat
vang ftidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat
Wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua
angkatnya.

Konstruksi hukum Wasiat Wajibah ini*® mengandung makna
hilangnya unsur usaha bagi si pemberi wasiat (anak angkat dan orang
tua angkat) dan terbitnya unsur kewajiban melalui ketentuan pasal 209
tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si
penerima wasiat. Dengan demikian, demi hukum terwujud wasiat antara
keduanya dari harta peninggalan masing-masing, sehingga meskipun
tidak dikemukakan, hukum tetap menganggap ada wasiat.

Demikian pula halnya dengan hibah yang merupakan pemberian

suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seorang kepada

* Kitab UU Hukum Wasiat Mesir No 71 th 1946 menetapkan orang yang berhak

menerima wasiat wajibah ialah cucu laki-laki maupun perempuan baik pancar laki-laki maupun
pancar perempuan vyang orang tuanya mati terlebih dahulu atau bersama-sama dengan
kakek/neneknya. Besarnya wasiat wajibah tidak boleh melebihi 1/3 peminggalan dan harus
memenuhi 2 syarat :

a.

b.

Cucu itu bukan termasuk orang yang berhak menerima pusaka dan

Si mati (ayahnya) tidak memberikan kepadanya jalan lain sebesar yang telah ditentukan
padanya. Lihat Usman, Suparman, Wasiat Wajibah, uraian singkat wasiat wajibah dan
hubungannya dengan Plaats ulruuiling dalam BW (Serang, IAIN Sunan Gunung Djati, 1988).
hat. 159-162).



91

orang lain vang masih hidup untuk dimiliki,”” memberikan kesempatan
dan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan transaksi atas harta
yang dimilikinya, dan dapat dilakukan oleh siapa saja dan kepada siapa
saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan pérbuatan hukum tanpa
ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat dilaksanakan oleh orang
tua kepada anak-anaknya, yang apabila ia meninggal berkedudukan
sebagai ahli waris.

Namun demikian dalam melakukan hibah ada beberapa
pembatasan-pembatasan yang telah ditentukan baik mengenai orang
yang menghibahkan (al-wahib) orang yang menerima hibah (al-mauhub
lah) maupun pemberinya (al-hibah). Pasal 210 ayat (1) KHI memberi
batasan orang yang melakukan hibah dan besarnya hibah sebagai
berikut :

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal
sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya
1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang
saksi untuk dimiliki”.

Hibah lebih jauh dikemukakan bahwa *“hibah” yang diberikan
pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan
kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.:'0

Pembatasan yang dilakukan kompilasi, baik dari usia maupun 1/3

dari harta pemberi hibah, berdasar pertimbagan bahwa usia 21 tahun

¥ KHI Pasal, 17! huruf

1 pasal 213 KHI1
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telah dianggap cakap untuk memiliki hak untuk menghibahkan benda
miliknya itu. Demikian juga batasan 1/3 harta, untuk menjaga keadilan
dan distribusi yang merata di antara ahli waris. Pembatasan ini semakin
jelas dengan adanya ketentuan bahwa hibah dari orang tua kepada
anaknyva dapat diperhitungkan sebagai warisan.”*

Dari ketentuan-ketentuan wasiat dan hibah yang telah dibahas di
depan, maka dapat dipahami bahwa biarpun wasiat dan hibah
merupakan perbuatan “ikhtiyariyah” yang memberi kebebasan kepada
seseorang untuk bertindak terhadap harta yang dimilikinya, tetapi
kebebasan tersebut tidak mutlak, harus memenuhi tuntutan keadilan dan
kesatuan serta pertanggungjawaban tindakannya. Hal ini sesuai dengan
nilai dasar kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, yaitu nilai dasar
kepemilikan, keseimbanngan dan keadilan.’> Menurut sistem kewarisan
Islam, pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber
ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya, dan lama
“pemilikan” manusia atas suatu benda terbatas pada lamanya manusia
hidup di dunia ini. Kalau seseorang meninggal dunia, harta kekayaannya
harus dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang telah
ditetapkan Allah. Sistem kewarisan Islam juga mengedepankan nilai
keseimbangan dan keadilan. Pembatasan-pembatasan dalam wasiat dan

hibah mengandung makna, kepentingan ahli waris secara keseluruhan

! pasal 211 KHI

*? Rafiq 1ssa Beekun, Op-cit, hal 103
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harus menjadi prioritas utama di samping keseimbangan antara hak dan
kewajiban. Nilai dasar keadilan yang harus diterapkan dalam semua
bidang ekonomi, juga terlihat dalam distribusi terhadap sumber-sumber
ekonomi (harta warisan) harus dilakukan secara wajar dan menurut
kadar yang sebenarnya, sehingga distribusi kekayaan dapat memenuhi
rasa keadilan dan terhindar dari penumpukan harta pada segelintir
orang.

Selain adanya kebebasan dari pewaris melalui hibah dan wasiat,
Islam membuka kesempatan kepada para ahli waris untuk melakukan
kontrak dalam masalah warisan, melalui perdamaian dan takharruj,
yang keduanya memberi kebebasan terhadap harta warisan yang
menjadi hak miliknya. Namun demikian dalam pelaksanaannya
perdamaian dan takharruj tetap harus memperhatikan dan
mencerminkan nilai-nilai keseimbangan dan keadilan. Boleh jadi, pada
pembagian dengan perdamaian, oleh sementara pendapat dianggap
sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan. Di satu
sisi menghendaki Hukum Waris Islam dilaksanakan. Namun realisasinya
telah dicampur dengan cara perdamaian/takharruj. Bahwa kemudian
kom pilasi, menegaskan demikian, kelihatannya didasari oleh kebiasaan
yang dianggap “positif” oleh masyarakat. Karena bukanlah sesuatu yang
aneh, apabila pembagian harta waris dilakukan akan menimbulkan
penderitaan pihak tertentu, lebih-lebih bila penyelesainya dalam bentuk

gugatan pengadilan.
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Nilai—nilai kebebasan yang terbatas dalam sistem kewarisan selain
tercermin dari wasiat, hibah dan perdamaian (takharruj), juga lebih jelas
dapat kita lihat dari ketentuan-ketentuan mengenai peralihan harta,
jumlah pembagian dan kepada siapa harta itu harus beralih.

Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah
meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya
yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara ijbari.33

Hal ini berarti bahwa peralihan harta seseorang yang telah
meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya
menurut kehendak Allah, tanpa tergantung kehendak ahli waris atau
pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta si
meninggal dunia kepadanya sesuai dengan jumlah yang ditentukan.
Sehingga si meninggal tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya
setelah ia meninggal kelak, karena adanya kematian secara otomatis,
hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan perolehan yang
sudah ditentukan

Adanya azas ijbari dalam Hukum Kewarisan Islam dapat dilihat

dari >

Y Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat
Minangkabau, (Jakarta, Gunug Agung, 1984), hal.18 (Menurut Amir Syarifuddin, kata ijban
secara etimologis mengandung arti paksaan (compulsory) yaitu melakukan suatu di luar kehendak
sendiri, seperti wali mujbir dalam terminologi Figh, wali yang dalam keadaan tertentu berhak
memaksa menikahkan anak gadisnya di luar kehendak anak itu. [jbari dalam terminologi ilmu
kalam mengandung arti paksaan, dengan arti semua perbuatan seorang hamba bukanlah atas
kehendaknya sendiri tetapi atas sebab kehendak atau kekuasaan Allah.

M. 1dris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan
Kewarisan memurnt Hukum Perdata (BW), (Jakana, Sinar Grafika, 1994), hal.115
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1. Segi peralihan harta
2. Segi jumlah pembagian

3. Segi kepada siapa harta itu beralih

Dari segi peralihan harta dapat dilihat dari Firman Allah :
67 2T S\ 928K AR 4, W\
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Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan
ibubapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari
peninggalan ibu/bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut
bagian yang telah ditetapkan

Dari harta-harta ada bagian (nag.’ibun) harta peninggalan ibu,
bapak dan saudara-saudara, disadari atau tidak telah ada bagian ahli
waris dengan tidak perlu pewaris menjanjikan akan memberikan
sebelum ia meninggal, begitu pula para ahli waris tidak perlu meminta
haknya.

Kata “nas_ﬂbun” pada ayat tersebut mengandung arti saham yang

sudah pasti’® dan saham tersebut tidak dapat ditambah atau dikurangi

karena sudah merupakan suatu kewajiban.” Unsur paksaan dalam

3 (.S Al-Nisa’ (4) : 7

3 Al-Tabatabai, Al-Mizan fi Tafsir al-Qur an, juz IV, (Libanon, Mansyurah Muassasah
al-A’lam al-Matbaah. 1983), hal. 198.

T Al-Maraghiy, Op-cit, hal 348
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hukum kewarisan Islam dapat kita lihat dari segi ahli waris berhak
menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah
yang telah ditentukan Allah, sebagai laki-laki maupun perempuan ada
hak bagian harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dari makna
ayat ini, pasal 171 huruf a dan b kompilasi menetapkan azas ijbari dalam
kewarisan Islam sesuai dengan prinsip bahwa peralihan harta warisan
bersifat memaksa dalam arti sejak warisan terbuka hukumnya wajib
untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak dan pembagian itu
berpatok pada ketentuan vang telah pasti.

Berdasarkan sifat memaksa ini pasal 188 Kompilasi menyatakan :

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat
mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan
pembagian harta warisan. Bila ada diantara ohli waris yang tidak
menyetujui permintaan tersebut, maka yang bersangkutan dapat
mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan
pembagian harta warisan”,

Jadi para ahli waris dengan hak menuntutnya dapat melakukan
pembagian melalui sistem pemaksaan dengan berdasarkan penegakan
hukum formal.

Sedangkan bentuk ijbari dari segi jumlah pembagian dapat dilihat
dari Q.S Annisa’ (4) :11 , yaitu bagian anak laki-laki dua kali bagian

anak perempuan, bila anak perempuan itu hanya seorang bagiannya

setengah dari harta peninggalan. Dari kata-kata mafriddan dari akhir
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ayat al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 7 dimaksudkan adalah pembagian
yang pasti telah ditetapkan Allah,*®

Bentuk ijbari dari segi kepada siapa-siapa benda itu beralih juga
sudah ditentukan secara pasti, yang dapat dipahami dari kelompok ahli
waris sebagaimana tersebut dalam surat al-Nisa’ ayat (11), (12) dan

(176).”

B. Nilai Keadilan Ekonomi dalam Hukum Waris Islam

Keadilan adalah kata jadian dari kata “adil” yang terambil dari
bahasa Arab *“adala”. Kata ini terulang dalam al-Qur’an 28 kali dalam
berbagai bentuknya dengan makna dasar keadaan lurus. Kata itu
berkonotasi penetapan hukum dengan benar.** Selanjutnya disebut benar
karena ia berada di pertengahan dan mempersamakan.“ Dasar
persamaan itu adalah merupakan sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh
setiap orang. Karena itu manusia mempunyai hak yang sama oleh karena

mereka sama-sama manusia. "

* Amir Syarifuddin, Op-cir, hal. 19
" 1dris Djakfar, Op-cit hal. 30

*" Al Raqghib al Ashfahaniy, Mu ‘jam Mufradat Alfaz Al-Qur an, (Beirut, Dar al-Fikr, tt),
hal.336

** Umar al-Baedawih, Anwar ai-Tamzil al-Ta ‘wil, (Mesir, Mushtafa al-Babiy al Halaby,
1639), hal. 191.

** Sayyid Qutb, F'i Zhilal al-Qur'an, juz V, (Beirut, Dar Thya al-Turas, 1967), hal.118
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Menurut al-Maraghiy, keadilan adalah memberikan hak kepada
vang berhak secara tepat.‘"' Oleh Abd Muin Salim, pendapat ini ia nilai
bukan pada segi persamaan hak, tetapi tekanannya pada terpenuhinya
hak-hak sebagai milik seseorang.*

Keadilan diungkapkan oleh Al-Quran selain dengan kata-kata al-
‘adl, juga dengan kata al-qist, al-mizan, dan dengan menafikan kezaliman,
walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonim kezaliman.
‘Adl, yang berarti “sama”, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih;
karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi “persamaan”. 9

Qist arti asalnya adalah “bagian” (yang wajar dan patut). Ini
tidak harus mengantarkan adanya “persamaan”. Karena itu kata qist
lebih umum daripada kata ‘adl, dan karena itu pula ketika Al-Quran

menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata qist

itulah yang digunakannya. Perhatikan firman Allah:

SAE bl GESHEA AN &S
46) f’g /’.’." \j@j’s

“ Al-Maraghiy, Op-cit, hal 69.

* Abdul Mu’in Saim, Konsepsi Kekuasaan politik Dalam al-Qur ‘an (Disertasi), (Jakarta:
Pasca Sarjana Syarif Nidayatuilah, 1989), hal.256

45 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran. Mizan, Bandung: Cit-2, 1996, hal. [11.

* Q.S al-Nisa® (4) 1 135
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu peneagak
al-qisth (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu

sendiri ...

Mizan berasal dari akar kata wazn yang berarti timbangan. Oleh
karena itu, mizan, adalah *“alat untuk menimbang”. Namun dapat pula
berarti “keadilan”. Karena bahasa sering kali menyebut “alat” untuk
makna *“hasil penggunaan alat itu™.

Ketiga kata, ‘adl, qist, dan mizan- pada berbagai bentuknya
digunakan oleh al-Quran dalam konteks perintah kepada manusia untuk
berlaku adil.”’

Paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh
para pakar agama. Yaitu adil dalam arti sama, seimbang, perhatian
kepada hak-hak individu dan adil yang dinisbahkan kepada Ilahi. Sejauh
mana hukum Islam mencerminkan keempat keadilan tersebut akan
dibahas di bawah ini :

Pertama, adil dalam arti “sama”.

Kita dapat berkata bahwa si A adil, karena yang kita maksud
adalah bahwa dia memperlakukan sama atau tidak membedakan
seseorang dengan yang lain, Tetapi harus digaris bawahi bahwa
persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Dalam surat al-

Nisa’ (4): 85 dinyatakan bahwa,

*" Lihat Q.S. al-A’raf (7) : 29, an-Nahl (16:90 dan ar-Rahman (55): 7-8

Q.S al-Nisa’ (4) : 29



104

48
dw&-‘\” 253 L}"U\ M\;\’
Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka

hendaklah engkau memutuskannya dengan adil . . .

Kata “adil” dalam ayat ini-bila diartikan “sama”-hanya mencakup
sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan.

Ayat ini menuntut sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak
yang bersengketa di dalam posisi yang sama, misalnya ithwal tempat
duduk, penyebutan nama  (dengan atau tanpa embel-embel
penghormatan); keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan, dan
memperhatikan ucapan mereka, dan sebagainya yang termasuk dalam
proses pengambilan keputusan. Apabila persamaan tersebut mencakup
keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan,
maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud nyata kezaliman.

Al-Qur’an mengisahkan dua orang berperkara yang datang
kepada Nabi Daud a.s. untuk mencari keadilan. Orang pertama memiliki
sembilan puluh sembilan kambing betina, sedangkan orang kedua hanya
memiliki seekor. Pemilik kambing yang banyak mendesak agar diberi
pula yang seekor itu agar genap seratus. Nabi Daud tidak memutuskan
perkara ini dengan membagi kambing-kambing itu dengan jumlah yang

sama, melainkan menyatakan bahwa pemilik sembilan puluh sembilan

LN al-Nisa 4y 8K
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kambing itu telah berlaku aniaya atas permintaanya itu (Qs. Al-Shad
(38): 23).

Bentuk keadilan dalam arti yang pertama ini dapat dilihat dalam
surah al-Nisa’, (4) : 11-12, laki-laki dan perempuan mendapat hak yang
sama. Pada ayat 11, ayah dan ibu masing-masing mendapat hak.
Demikian juga dalam ayat 12, saudara-saudara mendapat hak, baik laki-
laki maupun perempuan,

Menurut al-Tabatabai, terjadinya kesamaan hak atau saham
dalam hal tertentu untuk laki-laki dan perempuan dalam Hukum Waris
Islam, karena keduanya telah memberi kasih sayang kepada anaknya.
Bahkan secara khusus, ibu yang mengandung, menyusukan, dan
memelihara anaknya.” Jadi terjadinya kewarisan antara anak dan orang
tua sangat dipengaruhi oleh faktor ihsan, seperti yang dinyatakan dalam
al-Qur’an surah al-Ahqaf (46) :15, bahwa anak harus berbuat baik
kepada orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah
dan melahirkannya dengan susah payah pula.

Di sini lain terlihat bahwa terjadinya saham yang sama antara
ayah dan ibu yaitu seperenam adalah karena keduanya mengikuti hukum

anaknya dan sekaligus merupakan dalil babhwa anak menempati tabaqat

*” Al-Tabatabai, al-Mizdn Fi '!’qfs;r A-Our 'an juz IV, (Libanon: Mansyurah Muassasah
al-A’lam al-Matbaak, 1983), hal 214
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pertama. Hal ini terjadi apabila anak masib hidup. Akan tetapi, apabila
anak mereka telah wafat, maka saham orang tua berubah.

Kedua, adil dalam arti “seimbang”.

Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya
terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat
dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya
syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan

kehadirannya.

Od} -3‘:.35.-.&-‘

Artinpa: “Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu
(berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah? Yang
menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan mengadilkan
kamu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang)

Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau
berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak
akan terjadi keseimbangan (keadilan).

Petunjuk-petunjuk Al-Qur’an yang membedakan satu dengan
yang lain, seperti pembedaan lelaki dan perempuan pada beberapa hak

waris dan persaksian-apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan-harus

dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan. *'

' Q.S Al Infithar (82) : 6-7

*' M. Quraish Shihab, Op-Cit, hal. 885
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Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa
Allah Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan dan
mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna
mencapai tujuan. Keyakinan ini nantinya mengantarkan kepada

pengertian Keadilan Ilahi.
52 -3 - -
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Artinya : “Matahari dan bulan beredar dengan perhitungan yang amat

teliti”
T/ I_’." < Eya =
.. -
Artinya: “Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut
ukurannya.

Nilai keadilan dalam arti yang kedua ini dapat dilihat dalam
surah al-Nisa’ (4) ayat 11, dinyatakan bahwa anak laki-laki mendapat
saham lebih besar dari perempuan. Demikian pula ayah mendapat

saham lebih banyak dari ibu apabila tidak ada anak

*2.Q.S. ar-Rahman (55) : 5

3 Q.S Ar-Qamar (54) : 49
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Daiam surab ai-Nisa’ ayat 12, saham suami dan istri berbed
Demikian pula dalam surah al-Nisa’> ayat 176 saudara laki-laki
mendapat saham lebih banyak dari saudaranya yang perempuan,

Terjadinya perolehan saham yang berbeda antara laki-laki dan
perempuan, mufassirin memberikan komentar. Menurut al-Maraghiy,
terjadinya 2:1 antara laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah laki-
laki mencari nafkah untuk diri dan keluarganya, sementara perempuan
hanya membutuhkan nafkah untuk dirinya, dan bahkan apabila
perempuan telah kawin, nafkahnya ditanggung oleh orang yang menjadi
suaminya.> Terhadap pendapat ini, Igbal mengatakan bahwa keadilan
2:1 jangan dilihat pada satu faktor, melainkan faktor lain harus juga
dipernitungkan untuk tujuan yang sama. Perempuan selain pemilik
penuh dari kekayaan yang diberikan oleh ayah dan suaminya, juga
perempuan menerima mahar. Dari kenyataan ini menunjukkan bahwa
tidak ada perbedaan material dalam kedudukan ekonomi antara laki-
laki dan perempuan55 dilihat dari segi fungsinya.

Untuk melihat garis perbedaan lebih jauh tentang perbandingan
2:1 antara laki-laki dan perempuan, kelihatannya mufassir melihat dari

teks ayat yang mengatakan :

> Al-Maraghiy,Op-cit. hlm.356

*> Muhammad Igbal, The Reconstruciion,Of Religious Thought in Islam, ( Printed by
Muhammad Ashrof,Lahore, 1954), hlm 170



. bagi seorang laki-laki sama dengan bagian dua anak

perempuan...

Menurut al-Tabatabai, ayat tersebut membatalkan kewarisan
adat jahiliyah yang tidak memberikan hak kewarisan kepada
perempuan, karena itu, ayat tersebut tidak dapat diubah menjadi li-al
untsa nisfhu hazz al-zakar.” Selanjutnya ia mengatakan bahwa huruf
lam yang terdapat dalam kata li al zakari merupakan jenis kelamin
sehingga keadilan bagi laki-laki dan perempuan terletak pada saham
yang mereka terima. Karena itu , ayat tersebut, juga tidak dapat diubah
menjadi : li al zakar misl hazz al untsa.”’

Bertolak dari kenyataan ini, maka al - Raghib mengatakan bahwa
kata al zakar, jamaknya zukur, lawannya al untsa adalah laki-laki
dijadikan kinayah Kkhusus dari anggota keluarga lainnya. Dan
berdasarkan adat kebiasaan, laki-laki dilahirkan dleh perempuan,™
sefain kata zakar, al-Qur’an menggunakan juga kata rajulun yang
mengandung arti laki-laki dewasa.” Ini berarti, Tuhan sengaja

menyebut al zakar dalam kewarisan agar orang dewasa dan anak-anak

* Al-Tabatabai,(Jp-cit,him. 207
7 Ihid
"* Al-Raghib,Op-cit.him.182

*” Myhammad Ismail Ibrahim,(Jp-cit.him. 195
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tetap mendapat warisan. Dari sini terlihat bahwa umur bukan faktor
utama terjadinya kewarisan,

Di sisi lain, al-Raghib mengatakan bahwa al untsa adalah orang
yang lemah baik dari segi tangan, suara, dan telinga. Akan tetapi mereka
mempunyai kemerdekaan yang sama dengan laki-laki® dalam hal
mendapatkan saham kewarisan. Dapat pula dikatakan bahwa perbedaan
antara laki-laki dan perempuan adalah dari segi pengucapan kata zakar
(rajulun) dan untsa (nisa’). Ucapan atau suara yang keluar dari kata
zakar lebih keras atau kuat daripada ucapan unsa atau nisa. Ini
menunjukkan bahwa perempuan itu mempunyai sifat yang lemah
lembut dan tidak kuat melakukan pekerjaan yang berat. Sebaliknya
laki-laki adalah kuat Kkarena sifat penciptaannya demikian sehingga
dalam kewarisan ia mendapatkan saham lebih besar daripada
perempaun.

Yang jelas bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai
perbedaan-perbedaan, selain yang telah disebutkan di atas, juga terlihat
dalam al-Qur’an perbedaan itu. Dalam surah al-Imran, (3) : 36-37
menyebutkan bahwa perempuan dipelihara oleh laki-laki. demikian juga
dalam surah al-Syura’, (42) : 49-50 menyatakan perbedaan antara laki-
laki dan perempuan, yakni faktor kemauan Tuhan sendiri.

Dilihat dari segi jumlah saham, maka ayat li al zakar mislu hazz

al unsayain mengandung maksud bahwa apabila ahli waris hanya

" Al-Raghib,Op-cit,hlm.23
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seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka anak
perempuan mendapat sepertiga dan anak laki-laki dua pertiga,“1 ini
berarti antara laki-laki dan perempuan tetap ada perbedaannya.

Al-Raghib melihat penggunaan kata misl untuk mengetahui
perbedaan sabam laki-laki dengan saham perempuan. Menurutnya, kata
misl mengandung arti serupa atau sama dalam bentuk corak atau
jumlah.62

Bertolak dari sini, maka ketidakserupaan antara laki-laki dan
perempuan dalam hal kewarisan adalah terletak pada jumlah dan
tanggungjawab. Laki-laki mempunyai tanggungjawab lebih besar
sehingga ia memperoleh jumlah saham yang lebih banyak dari
perempuan.

Asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat
keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh
sescorang dengan kewajiban yang harus dilaksanakannya. Sehingga
antara laki-laki dan perempuan terdapat hak yang sebanding dengan
kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga
dan masyarakat, Mereka sama—sama berhak tampil sebagai ahli waris,
mewarisi harta peninggalan yang ditinggal mati oleh si pewaris seperti

terungkap dalam surah al-Nisa’ (4) : 7 dan bagian yang diterimanya

“! Al-Tabatabai.()p-cit,hlm.208

“% Al-Raghib,Op-cit,him 482
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berimbang dengan perbedaan tanggungjawab masing-masing terhadap
keluarga.

Seorang laki-laki menjadi penanggungjawab kehidupan keluarga,
mencukupi keperiuan hidup anak dan istrinya (surah al-Baqarah (2) :
233 menurut kemampuannya (surah at-Talaq ayat (7). Tanggungjawab
itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya terlepas
dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan
bantuan atau tidak. Berdasarkan keseimbangan antara hak yang
diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan, sesungguhnya apa yang
diperoleh seorang laki-laki dan perempuan dari harta peninggalan
manfaatnya akan sama mereka rasakan. Dengan kata lain ketetapan
bagian masing-masing ahli waris dan penetapan ahli waris di dalam
pasal-pasal kompilasi menunjukkan keadilan yang sesuai dengan
kedekatan hubungan dan besarnya beban dan tanggungjawab masing-
masing.

Katiga, adil adalah "perhatian terhadap hak-hak individu dan
memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya."

Pengertian keadilan tidak utuh jika kita tidak memperhatikan
maknanya sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan
penunaian hak kepada siapa saja yang berhak. Makna kezaliman dalam
kaitannya dengan pengertian ini ialah perampasan hak dari orang yang

berhak, dan pelanggaran hak oleh orang yang tak berhak 5

“* Nurcholish Madjid, Op-ciz, hal 515
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Keadilan dalam arti pemberian hak kepada yang berhak itu

menyangkut dua hal .64

1) Masalah hak dan pemilikan (al-huquq wa al-uluwiyyat, righs and
properties). Ini tidak saja mencakup hak dan pemilikan seseorang
sesuai dengan usaha dan hasil usahanya, tetapi juga mencakup hak
dan pemilikan alami, seperti hak bayi untuk mendapat susuan
ibunya, berdasarkan “design” alami berkenaan dengan kebutuhan
bayi itu untuk pertumbuhannya.

2) Kekhususan hakiki manusia, yaitu kualitas manusiawi tertentu yang
harus dipenuhi oleh dirinya dan diakui oleh orang lain untuk dapat
mencapai tujuan hidupnya yang lebih tinggi. Menghalangi orang lain
dari memenuhi kualitas itu atau mengingkarinya adalah kezaliman.

Keadilan Sistem Kewarisan Islam dalam arti yang ketiga ini
sejalan dengan azas individual hukum kewarisan Islam. Azas ini
menyatakan bahwa harta kewarisan mesti dibagi-bagi kepada masing-
masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Azas ini berkaitan
langsung dengan azas ijbari, bahwa bila terbuka harta warisan harus
langsung diadakan pembagian kepada masing-masing ahli waris, sesuai
dengan bagian yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya seluruh
harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan

kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Setiap ahli waris

® Ibid hal 515-516
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berhak atas bagian yang didapatinya tanpa terlihat kepada ahli waris
yang lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan.

Kompilasi pada pasal 171 huruf a dan pasal 188 tetap
membenarkan azas individual kewarisan Islam sebagaimana ditentukan
dalam surah al-Nisa’ (4) ayat (7), (110, (12) dan (176). Ayat-ayat yang
menjelaskan bagian-bagian ahli waris menunjukkan bahwa pemilikan
harta peninggalan oleh ahli waris bersifat individual dan hak pemilikan
bersifat otonom® serta bagian yang diterima langsung menjadi milik
pribadi.

Untuk menjamin hukum warisan mencapai tujuan yang
diharapkan, maka para pemegang harta kekayaan tidak dibenarkan
merampas bagian ahli waris baik laki-laki maupun perempuan atau
membuat modifikasi tertentu . Juga sangatlah terlarang jika membuat
wasiat karena permintaan ahli waris. Bahkan terhadap ahli waris yang
belum dewasa dan belum mempunyai kecakapan berbuat (ahliyatulada’),
juga tetap berhak mendapatkan bagian warisan. Pasal 184 Kompilasi
mengatur masalah ini dengan menyatakan :

“Bagian ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu
melaksanakan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan
keputusan hakim atas usul anggota keluarga.”

Hal ini didasarkan dengan Firman Allah :

“* 1dris Djakfar, Op-cit, hal 36
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Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang
dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan
pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah terhadap mereka dengan
kata-kata yang baik.” -

Al-Qur’an juga menasehati para ahli waris untuk memberikan
sebagian dari harta warisan yang mereka peroleh itu, kepada kaum
kerabat yang sangat membutuhkan (miskin), di mana mereka tidak
mempunyai hak terhadap bagian harta warisan orang yang meninggal
dan juga kepada para anak yatim serta orang-orang fakir miskin lainnya
yang hadir pada saat pembagian harta warisan tersebut.

2 2% 4%
2 ’, Vs \:./, b ipfh’ };":A/". .
s s Gl asasl #a 113
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Artinya : * Dan apabila sewaktu pembagian harta itu hadir kerabat,

anak yatim dan orang miskin, maka berilah dari harta itu (sekedarnya) dan

ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

Mengenai rantai ahli waris yang panjang dan sifat mandat dari

petunjuk-petunjuk yang terperinci, maka hukum waris Islam

% Q.S An-Nisa’ (4) ‘5

7(.S. An-Nisa’ (4) - 8



memainkan peran  yang penting dalam  mengurangi  ketidakadilan
pendapatan dan kekayaan dari generasi ke generasi berikutnya.
Keempat, adil yang dinisbahkan kepada Ilahi.
Keadilan Tuhan (Al ‘Adl al-Ilahi), berupa kemurahan-Nya dalam
melimpahkan rahmat kepada sesuatu atau seseorang setingkat dengan
kesediaannya untuk menerima gksistensi dirinya dan pertumbuhannya

ke arah kesempurnaan,” sesuai dengan makna Firman Allah :
69
,”.‘4{/& } //. ~< o urd ’.{4/ ~, F3
o) S8, e QI A5 e 33 By e (s ¢

Artinya : “Barang siapa berbuat baik, maka hal itu adalah untuk
dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat, maka hal itu adalah atas
tanggungan dirinya sendiri. Dan sama sekali tidaklah Tuhanmu itu berbuat
zalim kepada hamba-Nya.”

Makna keadilan yang keempat ini bila dikaitkan dengan masalah
warisan berarti bahwa, Sistem Kewarisan Islam adalah sesuatu yang
harus ditegakkan sebagaimana Sabda Nabi :

s ’
70 . { ‘- ._/: 2acy /
C -’J‘J_,»"J(L-Jo)) )
Artinya : “Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut

Kitabullah.”

% Nurcholish Madjid, Op-cit, hal. 516
% ().S. Fushshilat (41) : 46

™ H R, Muslim dan Abu Dawud
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Diantara sekian masalah yang menyangkut hubungan antara
manusia atau yang sering dikenal dengan istilah muamalat duniawiyat,
masalah warisan dengan segala persoalannya, dalam perundangan Islam
mendapatkan perhatian yang sangat istimewa. Masalah warisan dalam
Al-Qur’an di terangkan bukan dalam bentuk garis-garis besarnya
(mujmal), melainkan diterangkan secara sangat terperinci (tafsili). Hal
ini dapat dipahami, karena warisan sangat erat hubungannya dengan
persoalan hajat dan kebutuhan hidup yang amat vital bagi manusia.

Dengan aturan yang telah terperinci tersebut, sistem kewarisan
Islam mampu menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata.
Hukum Warisan Islam telah ditentukan oleh syari’at berdasarkan
tujuan-tujuan sosioekonominya. Jika nilai-nilai Islam ini diberlakukan
dan Sistem Warisan Islam secara efektif diterapkan dalam sebuah
masyarakat muslim pasti akan merata dan mengurangi kesenjangan

pendapatan dan kekayaan.

. Peran Serta Wanita dalam Ekonomi

Hukum kewarisan Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial
yang dianut oleh masyarakat yang ada. Sistem sosial yang berlaku pada
masyarakat Arab sebelum Islam diwarnai dengan kultur “Badui” yang
disebut dengan *“nomand society”. Kebudayaan Badui dirancang demi
gerakan. Mereka berpindah ribuan kilometer setahun utuh menghidupi

diri dan gembalanya. Mereka melakukannya dengan bangga seraya
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bersenandung kosidah mengumbar pujian bagi para pahlawan dan
kejantanan klan (clan) nya, memuja perang dan cinta, merindukan
kenikmatan anggur. Temanya selalu mirip darah, cinta dan anggur."l
Kesukuan menjadi pola hidup yang mapan. Sebagian lagi bermata
pencaharian dagang. Karena itu budaya tersebut, ikut membentuk nilai-
nilai, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku. Kekuatan fisik
menjadi ukuran di dalam sistem hukum kewarisan.

Menurut mereka (masyarakat jahiliyah), ahli waris yang berhak
memperoleh harta warisan dari keluarganya yang meninggal dunia
adalah mereka yang laki-laki, berfisik kuat, dan dapat memanggul
senjata untuk mengalahkan musuh dalam setiap peperangan.
Kepentingan kabilah (suku) menjadi sangat diutamakan. Karena demi
sukunya itulah martabat dirinya dipertarubkan.

Konsekuensinya, anak-anak baik laki-laki dan perempuan
dilarang mewarisi harta peninggalan keluarganya. Ketentuan semacam
ini telah mentradisi dan mengakar kuat di dalam masyarakat. Malahan
seperti catatan sejarah, penguburan hidup anak perempuan, merupakan
fakta yang tidak dapat ditutupi.”* Kaum perempuan mendapat perlakuan
diskriminatif. Kenyataan seperti inilah yang nantinya akan dihapus oleh
Islam. Mereka tidak mau mengakui dan menghargai kesederajatan kaum

perempuan dengan laki-laki. Bagi mereka, kaum perempuan tidak

" Fuad Hashan, Sirah Mubammad Rasuiullah, (Bandung: Mizan, 1989), hal. 78

2 Ihid. hal 29
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ubahnya dengan barang yang dapat ditukar dan diperjualbelikan. Ibn
Katsir mengutip riwayat Ibn Abbas berikut ini : “Apabila seorang laki-
laki meninggal dunia dan meninggalkan seorang janda, maka ahli
warisnya melemparkan pakaian di depan janda tersebut, guna mencegah
orang lain mengawininya. Jika janda tersebut cantik, segeralah
dikawininya. Tetapi jika janda tersebut jelek, ditahannya hingga
waktunya meninggal, dan kemudian diwarisi harta peninggalannya.”
Riwayat di atas menggambarkan bahwa nasib seorang janda tidak
berbeda dengan barang atau harta peninggalan lainnya. Ia dapat diwarisi
dan diperlakukan tidak sebagai manusia, tetapi seperti barang. Praktek
semacam ini telah mendarah daging dalam masyaraka. Bahkan hingga
masa awal Islam, kebiasaan tersebut masih terus berlangsung. Ada
seorang laki-laki bernama Mihsham Ibn Abu Qais al-Aslat ditinggal mati
ayahnya. Mendiang ayahnya, meniilggalkan istri cantik, yang praktis
menjadi janda. Dalam pembagian warisan janda tersebut tidak diberi
bagian sedikitpun. Mihsham berhasrat untuk mengawini janda ayahnya
itu, tetapi ibunya tidak segera memberi jawaban, dan menghadap
Rasulullah SAW untuk meminta ijin agar diperkenankan kawin dengan
Mihsham anaknya itu. Rasulullah SAW tidak segera memberi jawaban,-H

lalu turunlah ayat :

" 1bn Katsir, Tafsir al-Qur'dn al-Karim, juz 1, (Kairo, Dar lhya’ al-Kutub al-
‘ Arabiyah,tt), hal 465,

™ Qomaruddin Shaleh dkk. Asbabun Nuzul Latar Belakang Histori Turunnya Ayai-ayat
Al-Qur an, (Bandung: Diponegoro, 1990), hal. 122.
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Artinya: “Hai o_rang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu

sekalian mewarisi wanita-wanita (janda-janda si mati) dengan cara paksa.”

Ayat di atas’ tidak bisa d,_ip‘ahami bahwa mewarisi janda-janda
dengan jalan bukan paksa diperbolehkan. Dalam kaitan ini Allah

memberikan penjelasan.

" /:(. jpu\&fu\é&b\m\)ﬂ
W, /z % [; g

Artinya : “Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang
telah dikawini oleh ayahmu, terkecuall pada masa yang telah lampau.
Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-
buruk jalan (yang ditempuh) Q. al-Nisa’ (4); 22

Menurut satu sumber, adat sebagian masyarakat Arab Jahiliyah,
apabila ada seseorang yang meninggal dunia maka anaknya yang tertua
atau keluarganya yang lain, yang mewarisi janda itu. Janda tersebut
boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan laki-laki lain yang
maharnya diambil oleh ahli waris atau si janda tidak. diperbolehkan

kawin lagi. Ini perlu dibedakan dengan, apabila janda tersebut adalah

bekas istri saudaranya. Menurut Fatchur Rahman,

" Q.S. al-Nisa’ (4) : 19
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“. .. mengawini janda, bekas istri suudaranya (adik atau kakaknya)
vang dikenal dengan istilah “turun ranjang” secara yuridis tidak dapat
dikatakan sama dengan mewarisi janda. Sebab dalam hal ini tidak
ditemukan adanya unsur pemindahan hak menguasai secara olomatis
(tanpa tegenprestasi), setelah kematian suaminya yang pertama. Tetapi
perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua belah pihak
dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan yang dibenarkan
oleh syari’at.” ® 6

Melihat kenyataan-kenyataan di atas, hukum waris Islam datang
untuk meluruskan dan menghapus adat kebiasaan dan ketentuan-
ketentuan hukum. Masa Jahiliyah yang bertentangan dengan nilai-nilai
kemanusiaan dan Kkeadilan. Dalam pembagian warisan menurut Islam,
tidak dikenal lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, anak-anak
dan orang dewasa dalam memperoleh hak-haknya menerima warisan.

Sumbangan penting dari hukum waris Islam dalam hal ini adalah
bahwa ia mengakui peran serta wanita dalam kegiatan ekonomi. Kini
mereka telah mempunyai jabatan, berperan serta dalam industri dan
perdagangan, dan melakukan perjanjian atas nama mereka sendiri,”’

Dalam Hukum Waris Islam, antara laki-laki dan perempuan

sama-sama berhak menerima warisan secara individual dari orang tua

dan kerabatnya.
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" Fatchur Rahman, Op-cit, hal 12

7 M_A. Mannan,Op-cit Him. 144
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Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu
bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari
harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak
menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Ayat di atas turun berkenaan dengan peristiwa yang lazim disebut
peristiwa Aus bin Sabit. Dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa
ketika seorang Anshar bernama Aus bin Sabit meninggal dan
meninggalkan dua anak perempuan serta anak laki-laki yang masih kecil,
datanglah dua orang anak pamannya yaitu Khalid dan ‘Arfathah yang
menjadi asabah, maka datanglah istri Aus bin Sabit kepada Rasulullah
untuk menerangkan kejadian itu. Rasulullah SAW bersabda : “Saya tidak
tahu apa yang harus saya katakan”.

Maka turunlah ayat tersebut (An-Nisa’ : 7) sebagai penjelasan
bagaimana hukum waris dalam Islam.”

Ayat ini (Q.S An-Nisa’ : 7) adalah ayat yang pertama yang tegas
mengenai kewarisan.” Di sini ditegaskan bahwa laki-laki dan wanita
sama-sama mendapat warisan. Ketentuan ini adalah suatu yang sangat

ganjil waktu itu, Dalam ketentuan hukum Jahiliyah, kekerabatan yang

menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah

7 Qamaruddin Shaleh dkk, Asbabun Nuzul Latar belakang historis turunnya Ayat-ayat
al-Our 'an, (Bandung: Diponegoro, 1990), hal. 122

K Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),
hal 38
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dewasa.”’ Walaupun laki-laki kalau belum cakap berperang menentang
musuh maka belum berhak mendapat warisan. Apalagi seorang anak
atau keluarga wanita tidak ada kemungkinan mendapat warisan. Pada
ayat-ayat sebelumnya telah diperingatkan bahwa ayak yatim mempunyai
harta,”” yang merupakan peringatan yang belum dapat dipikirkan
masyarakat pada waktu itu. Begitu pula Allah juga mengingatkan pada
ayat sebelumnya bahwa hendaknya kamu berikan kepada seorang wanita
yang kamu Kkawini itu maharnya,” sebagai pemberian yang penuh
kerelaan. Di sini juga telah memperlihatkan ketentuan Allah bahwa
seorang wanita itu mempunyai kekayaan sendiri, dalam hal ini berasal
dari mahar yang diterima dari suaminya.

Mengenai kedudukan perempuan dalam warisan, surat al-Nisa’
(4) avat : 7, telah memberikan indikasi bahwa laki-laki dan perempuan
mempunyai hak yang sama dalam persoalan pusaka. Kata “nashibun”
pada ayat tersebut tidak dapat ditambah atau dikurangi karena sudah
merupakan suatu kewajiban.84 Hak mendapat warisan baik laki-laki

maupun perempuan, berlaku secara individual dari orang tua dan

*! DR Muh Yusuf Musa mengutip pendapat DR-Jawwad mengatakan bahwa kebanyakan

riwayat menerangkan,orang perempuan dan istri tidak dapat mempusakai sama sekali. Namun
demikian ada juga beberapa riwayat yang dapat dipahamkan bahwa orang perempuan dan istri-istri
itu dapat mempusakai, dan tradisi yang melarang kaum wanita mempusakai harta peninggalan ahii
warisnya itu tak merata pada seluruh kabilah, terutama banyak dilakukan oleh orang-orang Hijaz
saja. (lihat Muh Yusuf-Musa,Op-cithal 15).

** Lihat Q.S. al-Nisa’ 42
** Libat Q S al-Nisa® (4) - 4

* Al-Tabatabai, Op-cit,hal 198



120

kerabatnya. Menurut al-Tabatabai, ayat ini juga mengandung prinsip
umum Hukum Kewarisan Islam baik dari segi keadaan, sifat maupun
dari segi lainnya, ahli waris laki-laki dan perempuan mendapat saham
tertentu,85 dan sebagai konsekuensi logis dari ayat di atas, maka secara
proporsional, tiga ayat berikutnya menetapkan saham yang pasti bagi
setiap ahli waris. Pertama, dalam surah Al-Nisa’, (4) : 11, ahli waris yang
mendapat saham pasti adalah anak perempuan, ayah dan ibu. Kedua,
dalam surah al-Nisa’, (4) : 12, suami, atau istri dan saudara-saudara
seibu mendapat saham yang pasti pula. Ketiga, dalam surah al-Nisa’, (4) :
176, ahli waris adalah saudara-saudara sekandung dan seayah yang juga
mendapat saham yang pasti.

Tetapi perlu diketahui bahwa setiap individu terkadang berubah
saham yang mereka terima karena dipengaruhi oleh faktor kehadiran
ahli waris lain, Itulah sebabnya sehingga 12 kelompok ahli waris yang
disebutkan dalam al-Qur’an , di antaranya adalah perempuan, yakni
istri, ibu anak perempuan, saudara perempuan sekandung, seayah dan
seibu. Sedang selebihnya adalah laki-laki, yakni suami, ayah, anak laki-

laki, saudara laki-laki sekandung, seayah dan seibu.*

*3 Ibicd hal 199

" 0S al-Nisa’ (4):11,12 dan 176
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Oleh karena itulah, menurut Hazairin, sistem kewarisan Islam
adalah individual bilateral® Karena masing-masing ahli waris berhak
secara individu untuk berhak menerima bagian warisannya. Selain itu,
seluruh keluarga baik laki-laki maupun perempuan berhak menjadi ahh
waris dan berhak mendapat saham tertentu.

Hal tersebut telah diakui pula oleh Noel J.Coulson dengan
memberi tekanan bahwa perempuan mendapat penghargaan karena
kedudukannya ditingkatkan menjadi lebih baik. Demikian pula
penghargaan kepada saudara laki-laki seibu karena sebelumnya, yaitu
zaman Jahiliyah ia tidak mendapat pusaka.88

Pendapat Noel J. Coulson pada dasarnya dapat diterima,
meskipun sebenarnya perempuan bukan ditingkatkan menjadi lebih baik
dari sebelumnya. Akan tetapi, sistem kewarisan menurut al-Qur’an
mengubah sistem kewarisan Jahiliyah yang sama sekali tidak memberi
saham kepada kaum perempuan.

Konsep kewarisan pra Islam berkaitan langsung dengan konsep
kepemilikan dan struktur masyarakat ketika itu. Seperti diketahui
bahwa masyarakat Arab ketika itu berstruktur masyarakat kabilah yang
dipadu dengan sistem kekerabatan patrilineal, yang hanya mengikuti
garis keturunan laki-laki. Masyarakat kabilah yang selalu dibayangi

perang antar-kabilah menetapkan bahwa yang bisa mewarisi hanyalah

o Hazairin,Op-cit,hal. 17

** Noel J.Coulson, The History of Islamic Law, (Inggris: Mendiburgh University Press,
1964) , hal 20



122

keluarga laki-laki yang terdekat dari si mayat. Islam datang dengan
memperkenalkan konsep warisannya, yaitu kaum perempuan tetap
mendapatkan warisan meskipun porsinya belum seperti yang diterima
laki-laki. Perubahan hukum dalam masyarakat, dari tidak mendapat
menjadi dapat warisan tidak lepas dari konteks historis masyarakat Arab
ketika itu sudah berlangsung bergeser dari masyarakat yang bertumpu
pada kabilah ke masyarakat yang bertumpu pada keluarga sebagaimana

vang diperkenalkan dalam Islam.

Jadi kehadiran hukum kewarisan Islam dengan sangat tegas
menempatkan anak-anak, laki-laki dan perempuan, masing-masing
memiliki hak untuk menerima bagian sesuai dengan ketentuan yang telah
dibakukan. Lalu, mengapa bagian laki-laki lebih besar daripada bagian
perempuan?., Muhammad Ali al-Sabuniy menjelaskan, bahwa Islam
membedakan bagian laki-laki dengan perempuan, mempunyai alasan
sebagai berikut :

a. Seorang perempuan telah mencukupi biaya dan kebutuhan hidupnya,
dan nafkahnya dibebankan kepada anak laki-laki, ayah, saudara laki-
laki atau yang lain dari kerabatnya.

b. Perempuan tidak dibebani tanggungjawab untuk memberi nafkah
atas seseorang, berbeda dengan laki-laki yang dibebani memberi
nafkah keluarga dan kerabatnya yang lain berada dalam lingkup

tanggungjawabnya.
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¢. Nafkah laki-laki lebih banyak, kewajiban kebendaannya lebih besar,
dan kebutuhan materialnya juga lebih banyak daripada kebutuhan
perempuan.

d. Seorang laki-laki harus memberi mahar kepada istrinya, dan
dibebani memberi nafkah berupa tempat tinggal, makan, pakaian,
kepada istri dan anak-anaknya.

e. Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan dan kebutuhan lain istri
dan anak juga ditanggung laki-laki bukan perempuan.89

Kalaupun sekarang telah terjadi pergeseran nilai di dalam
masyarakat, perempuan telah mampu berperan dalam masyarakat,
perempuan telah mampu berperan dan boleh jadi menghasilkan ekonomi
yang lebih besar, tanggung jawab tersebut tidak kemudian beralih begitu
saja, karena mereka membantu meringankan beban suaminya, dan
penanggungjawab ekonomi keluarga, tetap menjadi tanggungjawab laki-
laki.

Dalam Islam, kaum perempuan selalu berada pada posisi yang
selalu diuntungkan secara fisik-material, misalnya, jika ia sebagai istri
dipertanggungjawabkan oleh suaminya, sebagai anak diurus oleh
ayahnya, sebagai saudara ia di bawah perwalian saudara laki-lakinya.
Jadi pandangan terhadap perempuan yang dikaitkan dengan porsi

pembagian warisan satu berbanding dua, mestinya tidak menimbulkan

89 .
Muhammad “Ali al-Sabuni, Op-cit, hal. 19.



problem seandainya masyarakat kita Konsisten dengan pranata dan
tatanan sosial dalam Islam.

Dari sudut pandang ekonomi, yang terpenting ialah, dalam Islam
wanita memiliki identitas sendiri. 1a dapat meluangkan waktu berprofesi
dan bekerja apa saja, dengan demikian hal ini akan dapat menambah
kekayaan nasional. Demikianlah seluruh tenaga laki-laki dan wanita
dipergunakan untuk menghasilkan nilai, meningkatkan kekayaan
nasional dan menambah kebahagiaan manusia.”’

Dari ketiga nilai dasar ekonomi yang terkandung dalam Hukum
Kewarisan Islam sebagaimana diuraikan diatas, secara sederhana dapat

dituangkan dalam bentuk matriks sebagai berikut :
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"' M.A. Mannan,Op-cit,hal. 144
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam kajian ini, maka

kesimpulan memuat hal-hal sebagai berikut:

1.

Kepemilikan harta dalam pandangan Islam bukanlah kepemilikan
pribadi vang bersifat mutlak/absolut (bebas tanpa kendali dan batas).
Dalam berbagai ketentuan hukum dijumpai beberapa batasan dan
kendali yang tidak boleh dikesampingkan oleh seorang muslim dalam
pengelolaan dan pemanfaatan harta benda miliknya. Menurut sistem
ekonomi Islam, pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-
sumber ekonbmi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya, dan
lama pemilikan manusia atas suatu benda terbatas pada lamanya
manusia itu hidup di dunia ini. Selain itu dalam proses memperoleh
dah membelanjakan harta miliknya harus memperhatikan nilai-nilai
keseimbangan dan keadilan. Nilai-nilai keseimbangan harus dijaga
antara kepentingan dunia dan akhirat dalam ekonomi, keseimbangan
perorangan dan kepentingan umum, serta keseimbangan antara hak
dan kewajiban. Sedang nilai keadilan harus diterapkan di semua
bidang kehidupan ekonomi, termasuk kebijaksanaan mengalokasikan

sejumlah hasil kegiatan ekonomi.
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Prinsip-prinsip kewarisan dalam Islam pada dasarnya mencerminkan
nilai/asas kemutlakan (kepastian), keseimbangan dan keadilan. Asas
kepastian (kemutlakan) adalah sejumlah harta beralih kepada ahli
warisnya dengan saham yang pasti dan setiap ahli waris berhak
memperseorangkan pusaka pewaris baik laki-laki dan perempuan,
maupun anak-anak dan dewasa. Asas Kkeadilan, bentuknya bukan
terletak pada jenis kelamin, melainkan pada substansinya. Ayah dan
ibu terhalang mendapat hak yang sama, sementara di sisi lain, anak
laki-laki dan anak perempuan berbeda sahamnya Kkarena

perimbangan tanggungjawab,

Sistem Kewarisan Islam merupakan salah satu nilai instrumental yang
strategis dan mempengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim,
masyarakat dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Sistem
Kewarisan Islam mengandung nilai-nilai dasar ekonomi Islam, yaitu
nilai dasar pemilikan, keseimbangan dan keadilan. Pemilikan dalan
waris Islam bukanlah pemilikan mutlak atas sumber-sumber ekonomi,
tetapi terbatas pada lamanya manusia itu hidup di dunia ini. Nilai
keseimbangan dan keadilan tercermin dari terdis;ribusinya kekayaan
vang luas di antara para kerabat dari orang yang meninggal dunia
dan keseimbangan warisan yang diterima dengan tanggung jawab
vang dipikulnya. Sumbangan paling positif dari hukum waris Islam

ialah bahwa ia mengakui peran serta wanita dalam proses kegiatan



ekonomi. Karena wanita berhak pula memperoleh bagian warisan
sebagaimana haknya pria. Dari sudut pandang ekonomi, dalam Islam
wanita memiliki identitas sendiri, terbuka peluang untuk perprofesi
dan bekerja apa saja. Dengan demikian hal ini akan dapat menambah
kekayaan nasional.

Sistem kewarisan Islam bertujuan untuk menciptakan
distribusi kekayaan yang lebih merata, dan mengurangi kesenjangan
pendapatan dan kekayaan. Jika nilai-nilai Islam itu diberlakukan dan
sistem kewarisan secara efektif diterapkan, maka akan dapat
memainkan peranan yang penting dalam mengurangi ketidakadilan

pendapatan dan kekayaan dari generasi-generasi berikutnya.

B. SARAN-SARAN

Pada akhir pembahasan tesis ini, penyusun ingin menyampaikan

saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan sebagai berikut:

1.

Bagi para pemikir di bidang hukum Islam khususnya, agar dalam
melakukan pengkajian Hukum Kewarisan Islam dilakukan secara
komprehensif, terutama dari sudut pandang ekonomi, karena Hukum
Kewarisan Islam berkaitan erat degan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
Dengan demikian Hukum Kewarisan Islam akan menjadi hukum yang
hidup, dinamis dan dapat diterima masyarakat sesuai dengan

perkembangan di bidang kehidupan perekonomiannya.
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2. Bagi para penegak Hukum Kewarisan Islam hendaknya tidak hanya
melihat ketentuan waris Islam secara legal formal, tetapi harus bisa
menterjemahkan dengan melihat nilai-nilai obyektif yang berkembang
di masyarakat dan memperhatikan nilai-nilai dasar ekonomi Hukum
Kewarisan Islam. Dengan demikian penerapan Hukum Kewarisan
Islam benar-benar dirasakan dapat mendatangkan kemaslahatan dan
keadilan.

3. Bagi masyarakat secara keseluruban hendaklah menjunjung tinggi
Hukum Kewarisan Islam dengan mempraktekkannya dalam
penyelesaian masalah warisan baik secara kekeluargaan (diluar
Pengadilan) maupun lewat Pengadilan Agama dengan keyakinan
bahwa dengan menjalankan Hukum Kewarisan Islam akan
mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar dalam kehidupan dan

kesejahteraan keluarga secara keseluruhan akan lebih merata,
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